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ABSTRAK

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya
kedaulatan Negara. Di dalam pasal 8 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang
keimigrasian di jelaskan bahwa Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah
Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku.
Dengan demikian setiap orang yang memasuki wilayah Indonesia yang tidak
memenuhi persyaratan akan dianggap sebagai orang yang memasuki wilayah
Indonesia yang tidak sah yang tergolong subjek penolakan, dan juga petugas
imigrasi dapat mengeluarkan perintah untuk pendeportasian.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Syarat Orang Masuk dan
Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian dan bagaimana Analisis Figh Siyasah terhadap Syarat Orang Masuk
dan Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011
Tentang Keimigrasian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat orang masuk dan keluar
wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian dan analisis Figh-Siyasah terhadap: syarat orang masuk dan keluar
wilayah Indpnesm menurut Undang-Undang No:. 6 Tahun 2011 Tentang
Kelmlgra3|ah Kegunaan penelltlan ini dlharapkan sebagal referenSI dan |nforma5|

L

a m erlkan kontribusi getahuan hukum,
Rerikan pengetahuan kepa&/ kﬁ A

englitian mrxadalah Jenis penelitian i u_-_..

pustaka (library research),«dan-sifat penelluan ink.termasuk penelitian hukum
yuridis normatif. dw ISiS. . S g digunakan adalah
sumber bahan hukum primer Y aIQur an,%dan Undang-Undang No 6 Tahun

2011 tentang keimigrasian serta dokumen-dokumen dan bahan hukum sekunder
yang diperoleh dari referensi, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen
Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
berupa, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor
diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor
terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat
Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas
atau pas lintas batas. Di dalam figh siyasah warga negara asing dikenal dengan
istilah musta 'min. Jika musta’'min beragama Islam maka diperbolehkan masuk dar
al-harb selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali
ke dar al-Islam sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap
Muslim, Namun jika musta 'min itu seorang kafir harbi yang masuk ke negeri
Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jika dia tinggal lebih dari
satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar jizyah atau
keluar dari dar al-Islam.
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Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta
perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat
mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman
baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.
(QS. At-Taubah:6)*
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Sekripsi ini berjudul Analisis Figh Siyasah Terhadap Pasal 8 Undang-
Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, untuk lebih memahami
maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa
istilah yang terdapat dalam judul tersebut dengan mengacu pada kamus dan

literatur yang berkaitan dengan istilah di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis : Penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, perbuatan, dan
sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab,
duduk perkaranya, dan sebagai'nya);ﬁzv ; P

]

: | —— Ll ‘
'S_iygsah : Salah satu aSﬁk hukum Islam” yang" m
turan "-él”a_r}_\pehguruke Lﬁanuéié __g_lg{é'm""ber

o "

mencapai kemasIahatan’-liqagi‘lz_ngnusia_i,tvu»se_'rlﬂiriﬁ3

3. Pasal 8 Undang-Undang!o.é""“réﬁ'ﬁn%11 Tentang Keimigrasian: (1)

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki

Dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. (2) Setiap orang Asing
yang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih
berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang dan perjanjian

Internasional.*

Depertermen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat BahasaEdisi
keempat (jakarta : PT Gramedia Pustaka, 2011), h, 58

®prof. H.A. Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah (Jakarta: Prenada media Group,2014), h. 35.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 8.



Berdasarkan beberapa analisis istilah di atas maka di tegaskan bahwa judul
tersebut adalah sebuah upaya untuk mengetahui lebih dalam tentang Undang-
Undang No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian kemudian dianalisis menurut
prespektif Figh Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul
Beberapa hal yang memotivasi penulis untuk memilih dan membahas
judul skripsi ini, yaitu :
1. Alasan Objektif
Penulis ingin menganalisis tentang kebijakan pemerintah mengenai
keimigrasian karena semakin banyaknya kasus di televisi atau media sosial
gelap. A 3 NG 5
Iasan Subjektlf : g ‘

embahasan |n| cukuharliﬁilsmlm |Imu pEnget

penulis i d| Fakullas Syarlah dan l:lukum J Iyasah.

b. TersedlanyaMa &aﬂbmmendukung sehingga

memudahkan penulis untuk menyelesaikannya.

yang

C. Latar Belakang Masalah
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar
wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya

kedaulatan Negara.” Sedangkan yang dimaksud dengan Imigrasi yaitu

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1



perpindahan orang dari suatu Negara ke Negara lain, dimana ia bukan
merupakan warga Negara.’

Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua
negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang
terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap
negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik
orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan
terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah
negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap
negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara

sesuai denqan nilai dén kebutuhar.l.kenegaraann'ya:7 A

—_— — '

kepadapen atu negara jlka memasukiy Wllaya ra lain atau yang
mempersyaratkanMﬂasuk Vm}uk stiker, visa yang
dapat diapply dikedutaan negara yang akan dikunjungi atau berbentuk stempel
pada paspor di Negara tertentu.®

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 18 dikatakan
Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Visa adalah keterangan
tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik

Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik

® Wikipedia

"Wahyudin Ukun, Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan
Negara di Bidang Keimigrasian, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004), hal. 31.

& Wikipedia



Indonesia yang memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan
perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin
Tinggal.®

Di dalam pasal 34, Jenis Visa ada 4 (empat) macam yaitu:
1. Visa Diplomatik
2. Visa Dinas
3. Visa Kunjungan
4. Visa Tinggal Terbatas.

Masing-masing jenis Visa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34
peruntukannya adalah sebagai berikut :
1. Visa Dlplomatlk dlberlkan kepada Orang‘ Asmg pemegang Paspor

'Iomatrk dan paspor lain untuk masuk Wllayah ‘)ndbnes

ksanakan tuan yanqutlpm

2. Visa Dinas™diberikan_kepad:

N _,:;.- =
Paspor lain yang akan kah "p‘é‘r’jMyah Indonesia dalam

rangka melaksanakan tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik dari

pemerintah asing yang bersangkutan atau organisasi internasional.
Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan Menteri
Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar
negeri di Perwakilan Republik Indonesia.

3. Visa Kunjungan diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan

perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 1
Ayat 18



pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga,
jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.
4. Visa Tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

a. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor,
lanjut usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah
dengan Warga Negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke
Wilayah Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang
terbatas; atau

b. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau
instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial,
Iandas kontineri, dan/atau an‘a E-konomi Eksklusff Indonesja.

—_— — '

IndoneSIa Jtrga mengakui adanya pengungsi yang tertuhsmdalam

Nomor 37 Tahun 1&tigﬁngan Luar Negerl ba nnya

Kewenangan berlkan .. suaka berada., dltang residen dengan
memperhatikan Mmentenﬂa pasal 8 ayat 1

menyebutkan:

“Setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki
dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”

Dan Pasal 83 ayat 1 menyebutkan:

“Pejabat imigrasi berwenang menempatkan orang asing dalam Rumah

Detensi Imigrasi atau ruang Detensi Imigrasi jika orang asing tersebut:

1. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah atau
memiliki izin tinggal yang tidak berlaku lagi

2. Berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen yang sah dikenai
Tindakan Administratif Keimigrasian berupa pembatalan 1zin Tinggal

%Wagiman, Hukum Pengungsi Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 131.



karena melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

3. Menunggu pelaksanaan Deportasi. **

Dengan demikian setiap orang yang memasuki wilayah Indonesia yang
tidak memenuhi persyaratan akan dianggap sebagai orang yang memasuki
wilayah Indonesia yang tidak sah yang tergolong subjek penolakan, dan juga
petugas imigrasi dapat mengeluarkan perintah untuk pendeportasian.*?

Dalam ruang lingkup dan kajian figh siyasah, terjadi perbedaan pendapat
dalam menetukan ruang lingkupnya, maka pembagian figh siyasah dapat
disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :**

1. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang :

a. Pengkajian tehtang p'eneta‘pan hu‘kum (tésyriyyah) atau ngislatif.

b. Peradlla‘n (qadha ‘iyyah) atau yudikatif.

: eri (S|yasah daullyah) meILputl tent :

a. Hubungarmamara mang Muslim dengan

warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasash al-
duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional.

b. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim
(al-siyasah al-duali al-‘amm) atau disebut juga dengan hubungan
internasional.

c. Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah)

3. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2\Wagiman, op.cit, him. 100.
B1bid. h. 15-16.



Berdasarkan ruang lingkup figh siyasah diatas, mengenai wancana figh
siyasah tentang istilah hubungan international atau politik luar yaitu siyasah
dauliyah) yang digunakan untuk menjelaskan tentang politik luar negeri baik
dalam keadaan damai seperti hubungan keperdataan antara warga negara yang
Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-
siyasash al-duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional dan hubungan
diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (al-siyasah al-duali
al-‘amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional, maupun dalam
keadaan tidak damai yaitu masa perang (siyasah harbiyyah).

Jika sebuah negara kafir sedang berperang dengan umat Islam, maka asas
interaksin‘ya adalah ihteraksi perahg, tidak boleh ada pe‘rjanjian a)aa pun dengan

I |

rakafl‘r sepertl ini, misalnya penjanjian polltlk—(sepertl
; .:_'.‘j_:_ perjanjlan ek(& (Epﬁkspor |mp0r), fdan

Perjanjlan a oleh ada_setelah ada_ perdamal -shulh). Warga

negaranya tidak rﬁmn masuk @ara Khilafah, kecuali jika dia

datang untuk mendengarkan kalamullah (berbicara tentang Islam), atau untuk

menjadi dzimmi di negara bagian Khilafah. Jika warga negara dari negara kafir
tetap masuk ke negara Khilafah, bukan untuk berbicara kalamullah, juga bukan
untuk menjadi dzimmi, maka jiwa dan hartanya halal, yaitu dia boleh dibunuh,
atau diambil tawanan, dan hartanya bisa diambil. Jika termasuk kategori kedua,
yaitu tidak sedang berperang dengan umat Islam, maka negara Khilafah boleh
mengadakan perjanjian dengan negara kafir seperti ini; misalnya perjanjian

perdagangan, perjanjian bertetangga baik, dan lain-lain. Warga negaranya



diberi izin masuk ke negara Khilafah untuk berdagang, rekreasi, berobat,
belajar, dan sebagainya. Jiwa dan hartanya tidak halal bagi umat Islam.
Namun, jika warga negara ini masuk pembohong, yaltu tanpa izin negara
Khilafah, maka hukumnya sama dengan warga negara yang sedang berperang
dengan umat Islam, yaitu jiwa dan hartanya halal. Jika warga negara ini
mengizinkan, ia tidak boleh tinggal di negara Khilafah kecuali dalam jangka
waktu tertentu.'

Musta'min Adalah orang luar yang masuk ke negara lain dengan izin
masuk (al-aman), baik Muslim atau kafir harbi. Jika seorang Muslim masuk
ke Darul Harb / Darul Kufur, dia tidak dapat mengambil harta kafir di Darul
Harb tersebut, misalhya dehgan .mengambil (és-sariqéh) atau ‘merampas (al-

—_— — '

hab), Pe‘nyebab seorang Muslim yang ikut dengan per],anjl‘an

(aI Mushm |nda sy&niaﬁseorang Musflm bole uk ke

Darul Harb, kaflr harbi juga boteh _masuk ke d aulah Islamiyah.

Rasulullah saw. Télah%ﬁm Jamlnmpada kaum kafir pada

saat Fath Makkah. Rasulullah saw. bersabda (yang berarti, "Siapa saja yang

menutup pintu, maka berarti dia aman.” (HR. Muslim).*

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pasal 8 pada Undang-
Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian di lihat dari Figh Siyasah.
Ketertarikan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut, di deskripsikan

dalam sebuah karya ilmiah skripsi dengan judul “Analisis Figh Siyasah

4 Kafir Harbi, Musta’min, dan Ahlul Dzimmah, https://mediaumat.news/kafir-harbi-
musta’min-dan-ahlul-dzimmabh, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.
15 H
Ibid
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Terhadap Pasal 8 Undang-Undang No.6 Tahun 2011 Tentang
Keimigrasian”
D. Rumusan Masalah
Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat mengambil rumusan

masalah sebagai berikut:

2. Bagaimana syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia menurut
Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Keimigrasian?

3. Bagaimana analisis figh siyasah terhadap syarat orang masuk dan keluar
Wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8
tentang Keimigrasian?

E. Tujuan dan Kegundan Penelitian™.

uan Pénelltlan

menurut -UndangNo 6 Tahun 2011 Pasal 8

W '
|qh SwaWpsyﬁrat orang masuk dan

keluar wilayah Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal

b. Untuk menganalisis tin

8 Tentang Keimigrasian.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan Teoritis: penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan para pembaca khususnya mengenai pelaksanaan Undang-
Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian serta menambah

wawasan dalam disiplin ilmu Figh Siyasah.



b. Kegunaan Praktis: untuk memberikan informasi dan masukan bagi para
pembaca berikutnya yang ingin melakukan penelitian di bidang Siyasah
serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research)
yaitu penelitian dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa
buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dan penelitian terdahulu.*®
b. Sifa}t Penelitian. . N - 7 | r

-~ - '

Pénelltlan ini ber5|fat deskriptif analisis yaknl )'nem a

tau menIelaskan secb)jnﬁal pelaksanaan pera

individu,

iniakan menggam
pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
2. Data dan Sumber Data
Guna memperoleh bahan hukum yang akurat untuk penulisan skripsi ini,
maka bahan-bahan hukum tersebut diperoleh dari dua cara yaitu sumber
bahan hukum primer, dan sumber bahan hukum sekunder. Untuk lebih

jelasnya berikut akan diuraikan mengenai sumber data tersebut. Yaitu:

16 susiadi AS, Metodologi penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M IAIN Raden Intan Lampung. 2014), h.10.



a. Sumber bahan hukum primer: diperoleh dari literatur yang berhubungan
dengan permasalahan penulis yakni Al-Qur’an dan Hadist, Undang-
undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

b. Sumber bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku-
buku atau artikel-artikel yang dapat mendukung penulisan skripsi ini
seperti buku-buku tentang Hukum Tata Negara, Pemikiran Politik Islam
dan buku-buku figh siyasah serta literatur lain yang berkaitan.

. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

dengan “metode telaah” studi pustaka yakni membaca buku-buku tentang,

Hukum Tata Négara buku-buku .--Fith Siyasah éerta kary;;} ilmiah dan

p— — '

tlkel‘-art“kefyang berhubungan dengan pokok bahasarr— "

ode PengQIahan Datb l ﬁ

Setela a sumbet _data yang berhubung gan data sudah

terkumpul bember ‘dafam yang dikumpulkan

kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan cara:

a. Editing yaitu: pengecekan data-data yang telah terkumpul apakah sudah
cukup lengkap sesuai dengan masalah.
b. Sistematizing yaitu: menempatkan data menurut kerangka sistematika

bahasan berdasarkan urutan masalah.



c. Coding vyaitu: membuat Kklasifikasi data-data dan bahan-bahan dan
mengkelompokan menurut bagian masing-masing, kemudian dipilih
mana yang sesuai dengan bahan pokok bahasan.’

5. Metode Analisis Data
Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan
secara deduktif. Metode deduktif merupakan Cara berfikir deduktif adalah

metode analisis data dengan cara yang bermula dari data yang bersifat

umum tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.*®

YAbdul Kadir Muhammad, Hukum dan penelitian Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004), h.127
83utrisnoHadi, Metode Research I, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), h. 42.
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A. Pengertian dan Ruang Lingkup Figh Siyasah
1. Pengertian Figh Siyasah

Kata figh berasal dari fagaha-yafgahu-fighan. Secara bahasa, pengertian
figh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip
Amir Syarifuddin, menyebut “figh tentang sesuatu” berati mengetahui
batinnya sampai kepada kedalamannya. Figh merupakan bentuk mashdar
(gerund) dari tashrifan kata figha-yafaghu-fighan yang berarti pemahaman
yang mendalam'_dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan

atau tidakan tertentu.” Y ; a4 -.'
l

- J
ata thh secara arti k berartl “paham yang mendalzim
ha” ‘yahg terdapa (ﬁ &Bﬂa pal;am” dap

b&fsﬁf&t\lahlrlgh'

untuk hal-hal vy

menyampaikan ilmu zhah kepadai il batin. Karena itulah al-Tirmizi
menyebutkan “figh tentang sesuatu” berati mengetahui batinnya sampai
kepada kedalamannya.”

Secara etimologis (bahasa) figh adalah keterangan tentang pengertian

atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang

mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.?

9 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Islam, (Jakarta, Bulan Bintang: 2003), h.
591.

20 Amir Syariffudin, Garis-Garis Besar Figh, (Bandung, Prenada Media: 2003), h. 5.

2! Muhammad Abu Zahroh, Ushul al-Figh, (Mishr, Dar al-Fikr al-Arabi: 1958), h. 6.



Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum
Islam), figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan
syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang
tafshil (terici, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari
dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah).? Jadi figh menurut istilah adalah
pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Quran
dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa figh adalah upaya sungguh-
sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’
sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Figh disebut juga dengan
hukum.\lslam. Karéna fiqh beréifat ijtihadiyéh,fpeméhaman ten_hadap hukum

—_— — '

ara’ tersebtrt pun mengalami perubahan dan perkembangan sbsua

bahan dan perkemba&tl ﬁndm manusaa ctu sen

Siyas urut bahasa mengandung. beberap , yaitu mengatur,

mengurus, memermtahrmpm m ebijaksanaan, pemerintahan

dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas

sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah siyasah.
Secara harfiah kata as siyasah berarti: pemerintahan, pengambilan
keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan
dan arti-arti lainnya.?

Pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan.

Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup

22 T. M.Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar llmu Figh, (Jakarta, Bulan: 1974), h. 26.
2 H. A. Djazuli, Figh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syari’ah, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 41.



bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada
kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan.

Sementara secara istilah Siyasah adalah segala perbuatan yang
membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari
kemafsadatan, sekalipun Rasululullah tidak menetapkannya dan (bahkan)
Allah SWT tidak menentukannya.*

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah
bahwa figh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam
figh 3|yasah ini, ulama mthahId menggall sumber sumber hukum Islam,

il

terkandung dldalamnya dalam hubungannya -de‘r;gam kehi

egara danbermasyarﬂ E ﬁ

quh, Siyasah I
—~—~— Y
aR ,./-.'-:.'fm«. : .
S,.baik engertian etimologis maupun

terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian figh siyasah meliputi

Dari batasan-batas

aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara,
hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara
lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern
suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam
berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa

kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan

24 |bid, h. 42.



demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek
kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan
mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian
penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang
khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang
merupakan syariah amah yang tetap”. %

Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian figh
siyasah itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang
harus dapat pengaturan? Bagaimana pengaturan hubungan antara warga

negara dengan Iembaga negara Islam dengan Iembaga negara dengan

Iembaga negara Ialn baik yang Islam maupun non- Islam’> Dan,seterusnya

1= \

Berkenaan dengan Iuasnya objek kajian flqh swasq:h, ’mak

perkembangan Aiﬁwasa |n| £ drkenal

pembidan T h 5|yasah_ Tidak jarang. pembldan ng diajukan ahli

-""bldangalmn oleh ahli yang lain.

Hasbi Ash Shiddieqy,”® sebagai contoh membaginya kedalam delapan

yang satu berbeda den

bidang, yaitu:

a. Sivasah Dusturiyyah Syar’iyyah (Politik Pembuatan Perundang-
undangan).

b. Siyasah Tasyri’iyyah Syar’iyyah (Politik Hukum).

c. Siyasah Qadha’iyyah Syar’iyyah (Politik Peradilan).

d. Siyasah Maliyah Syar’iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter).

T M. Hasbi Ash Shiddeiqy, Pengantar Sivasah Sya’iyyah, h. 28.
%8 Hasbi Ash Shiddeiqy, Pengantar Siyasah Syar’iyyah, (Yogyakarta: Madah, t. Tp.), h. 8.



e. Siyasah Idariyah Syar iyyah (Politik Administrasi Negara).

f. Siyasah Kharijiyyah Syar’iyyahlSiyasah Dawliyah (Politik Hubungan
Internasional).

g. Siyasah Tanfiziyyah Syar’iyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-
undangan).

h. Siyasah Harbiyyah Syar’iyyah (Politik Peperangan).

Contoh lain dari pembidangan figh siyasah terlihat dari kurikulum

fakultas syariah, yang membagi figh siyasah kedalam 4 bidang, yaitu:

a. Figh Dustury

b. Figh Maliy

C. Fiqp\pawly S NP == 3 2 A

— ) p ; - r—
|
Q

Eidh Hart;iy

pendapat en({[qkqt_l_ ruang lingkupnya; {gaka glan figh siyasah

menurut Muhammad . '.\EQG@Madi tiga bagian pokok
yaitu :
4. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang :

d. Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau Legislatif.

e. Peradilan (qadha iyyah) atau yudikatif.

f. Administratif pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif.

5. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang :



d. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan
warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasash al-
duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional.

e. Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim
(al-siyasah al-duali al-‘amm) atau disebut juga dengan hubungan
internasional.

f. Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah)

6. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah).?’

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai
“pembidangan yang telah-selesai”. Pembidangan figh siyasah telah, sedang

dan akan-berubah: sesuai ,dengén p(f)"la hubungén antar manusifs'q serta bidang
‘ ]

=2 sy |

"p gﬁ"manus-ia yang QUWWgaturaq siya;aﬁ,___.

kenéa‘h?-'dgn‘gﬂf pola hubungan manusia yang“menunt

siyasah, dibedak

» W
Coa

a. Figh siyasah dusturiyyah, yaﬁg ﬁ;-e;ngatur hubungan antara warga negara
dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga
negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

b. Figh siyasah dawliyyah, yang mengatur antara warga negara dengan
lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga
negara dari negara lain.

c. Figh siyasah maliyyah, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan,

dan pengeluaran uang milik negara

2bid. h. 15-16.



B. Konsep Siyasah Dauliyah
1. Sejarah Siyasah Dauliyah

Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai di antara berbagai
bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini
terwujudkan dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan.
Keduanya, yaitu perjanjian dan adat kebiasaan internasional, menjadi dua
sumber terpenting dalam hubungan damai antara negara masa itu.
Walaupun demikian, gejala hubungan antara negara yang sering terjadi
pada saat itu lebih banyak ditandai oleh peperangan. Perang menjadi
semacam olah raga tahunan bagi suku-suku bangsa tertentu. Dalam
keadaan demikiahn, peréng fne‘njadi dasar hubungan di amtara mereka.

C— r..._ ‘

etiap negara yang ada selalu dituntut untuk senantlasa-mempérsm

teng perundungan dari serangan m .

Di antarammaan yarm ini dapat dipastikan
bahwa peradaban yang terdahulu akan memberikan pengaruh kepada
peradaban yamg datang kemudian. Dengan demikian, maka kebudayaan
Islam memberikan pengaruh kepada kebudayaan barat yang datang
kemudian. Selain sentuhan-sentuhan buday pada waktu damai, terutama
dengan melalui perguruan-perguruan Islam masa itu, seperti sentuhan
budaya antara Islam dan Barat pada waktu perang, yaitu pada peran salib.

Islam pada waktu perang memperkenalkn perilaku-perilaku dan

% H. A. Djazuli, Figh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu
Syari’ah, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 181-182.



keperwiraan muslim di dalam perang, baik terhadap musuh, terhadap
tawanan perang dan prinsip-prinsip serta tata cara dan etika perang dalam
Islam.?
2. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dauliyah

IImu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan
istilah siyasah dauliyah. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat
kekuasaan dunia. Penyusunan Konstitusi Madinah dan pembuatan
perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuasaan-
kekuasaan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan
konsep siyasah dauliyah. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW rﬁelélui paré petugasgy|a merupakan

, —_ p— '

itik a\z(vall konsep S|yasah daullyah x

antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan.

Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian llmu
hubungan internasional Islam adalah hubungan antar negara. Oleh karena
itu, siyasah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara

untuk mengatur hubungan dengan negara lain (antar negara).*!

29 |bid, h. 184-185.

% Jja Suntana, Pengantar Mata Kuliah Siyasah Dauliyah, (Bandung: Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Gunung Djati, 2003), h. 3.

%L Ibid, h. 4.



Sementara menurut Suyuthi Pulungan dalam bukunya Figh Siyasah:
Ajaran Sejarah dan Pemikiran, menjelaskan bahwa dauliyah bermakna
tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan
siyasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk
mengatur negara dalam hal hubungan internasional, masalah teritorial,
nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, dan
pengusiran warga negara asing.*

Arti dari ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian
siyasah dauliyah. Beberapa tema yang dikaji dalam siyasah dauliyah adalah
sebagai berikut:

a. Perjanjian Intérnasiorial

Per|akUarr terhadap tawanan

e

e. Ekstradisi ~ \ .'

f.  Pemberian suaka politik dan keamanan
g. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).*

3. Azas-azas Hubungan Internasional Islam
Dasar-dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam siyasah
dauliyah dan dijadikan ukuran apakah siyasah dauliyah berjalan sesuai

dengan semangat Islam atau tidak, yaitu sebagai berikut:

% suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Grafindo
Persada, 2002), h. 41.
%8 |ja Suntana, Op., Cit, h. 15.



a. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku berbangsa-bangsa, berbeda
warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi
merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah,
sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan
kehidupan yang berbahagia, damai, dan sama-sama dari Nabi Adam.
Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan di antara manusia harus
disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan
masing-masing dan menutupi kekurangan masing-masing.*

Al-Qur’an mengisyaratkan tentang kesatuan manusia ini, di
antaranya AIIah SWT berflrman dalam ‘surat aI Baqarah ayat 213,

sebagal benkut

2% - -7 5 Arme f}/
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Artinya: Manusia itu adalah umat yang satu. (Setelah timbul
perselisihan), Maka Allah mengutus para nabi, sebagai
pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka
Kitab yang benar, untuk memberi Keputusan di antara
manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. tidaklah
berselisih tentang Kitab itu melainkan orang yang Telah
didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada

% H. A. Djazuli, Op., Cit, h. 187.



mereka keterangan-keterangan yang nyata, Karena dengki
antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-
orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang
mereka perselisihkann itu dengan kehendak-Nya. dan Allah
selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada
jalan yang lurus. (Q.S. al-Bagarah: 213).%*°

b. Al-Adalah (Keadilan)

Di dalam siyasah dauliyah hidup berdampingan dengan damai baru
terlaksana apabila didasarikan kepada keadilan baik antara manusia
maupun diantara berbagai negara, bahkan perang pun terjadi karena
salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu
ajaran Islam mewajibkan penegakan keadialan baik terhadap diri sendiri,

keluarga, tetangga, baik-terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak

A e ; A :
adil Allah berfirman dalam~surat al-Maidah ayat=8, yaitu sebagali
! s [T - !

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah,
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk
berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S. al-
Maidah: 8).%
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% Departemen Agama R, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h.

% 1. A Djazuli, Op., Cit, h. 189,
%" Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 398.



Adil adalah tujuan dari negara Islam, adil adalah menegakan agama
dan mewujudkan kemaslahatan rakyat dan sebagai bukti sebaik-baik
umat. Di antara hal yang perlu disebutkan adalah bahwa tujuan dalam
sistem pemerintahan islam dan perwujudannya merupakan syarat
tegaknya pemerintahan ini, atau dalam istilah figih Islam yaitu syarat
awal. Adil juga merupakan syarat keberlangsungan pemerintahan dalam

sebuah negara Islam atau dalam istilah fikih Islam yaitu syarat abadi.*

c. Al-Muyawah (Persamaan)
Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus

menempatkan bangsa lain sebagal pemlllk derajad yang sama Hubungan

¢ \

antarbangsa tidak dlperkenankan sedikitpun mem;;ertlmdangkan asal

ras, agama ba@aﬁ ﬁ05|al dalam me

Tembangun ﬁubbmgan internasional. |SI kestepak ngan atau

kerja sama wafkan'wwm posisi sederajad

dalam hak dan kewajiban. ** Allah berfirman dalam surat al-Hujarat ayat

hak

13, yaitu sebagai berikut:

.pf{omi,\ vg_asmu,pjivgm 535
Artinya: Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan
kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu

saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling
mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling

%8 Farid Abdul Khalig, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 210.
% |ja Suntana, Op., Cit, h. 16.



taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
lagi Maha Mengenal. (Q.S. al-Hujarat; 13).°

d. Karomah Insaniyah (Kehormatan Manusia)

Asas kehormatan manusia menghendaki agar satu bangsa tidak
merendahkan bangsa lainnya. Azas kehormatan menolak terhadap klaim
superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah.
Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang

dalam hubungan internasional..**
wJaJl e v.é..@gﬁJb,ﬂ & v_é;lﬁj %3|; CSJ L.»ji T

Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kam| mullakan anak-anak Adam,
‘ "",kaml angkut mereka di daratan-dan di Iau,tan[862] kami beri
' “Mereka rezki dari yang baik-baik dan kami }Ebl.
\, dengan_kele ylg urna_atas kebany'
yang Telah al- Isyra 70)) 55

e N L
oleran,s_t)\_-;-__.,_ _ i

, -"\‘ /'::‘}'f‘—
n'di»jhﬁj-"é'rMS menyerah kepada kejahatan

atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak

Dasar ini tidak

permusuhan dengan yang lebih baik akan menimbulkan persahabatan
bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralisir.** Adapun

ayat Al-qur’an yang menerangkanya Yyaitu sebagai berikut :

“° Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 568.
*! |ja Suntana, Op., Cit, h. 17.

*2 Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 414.
** H. A. Djazuli, Op., Cit, h. 194
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Artinya: Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah
(kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba
orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-
oIah44TeIah menjadi teman yang sangat setia. (Q.S. Fushilat:
34).

f. Kerjasama Kemanusiaan
Kerjasama kemanusiaan ini adalah realisasi dari dasar-dasar yang
telah dikemukakan di atas, kerja sama disini adalah kerjasama disetiap
wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan karena,
adanya sallng ketergantungan balk antara |nd|V|du maupun antar Negara

\

)
dunla mn Kerja sama merupakan hal*yang merrguntungkan dalam

ana balk dan unt@ Erﬁma Bukan untuk

kan meerlakan kekuatan pada orarlgyang ma

ong pada

-

\Sega, @w"‘ “allah akan selalu

menolong hambaNYA selama hambanya tidak menolong suadaranya”.

s€Sama ma

hadis ini juga tecermin adanya ukhuwah insaniyah, kesadaran akan
perlunya kerjasama dan tolong menolong dalam segala bentuk dan cara
yang di sepakati yang baik, akan menghilangkan nafsu permusuhan, dan
saling berebut hidup. Kehidupan individu dan antar bangsa akan
harmonis apabila di dasarkan pada kerjasama bukan pada saling

menghancurkan yangsatu dengan yang lain.*

** Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 774
**H. A. Djazuli, Op., Cit, h. 196.



Untuk merealisasikan kemaslahatan umum, pemerintah dibenarkan
dan bahkan diharuskan merumuskan, membuat, dan menetapkan hukum,
peraturan perundangan, dan kebijaksanaan dalam berbagai bentuk dan
tingkatannya. Hukum, peraturan, dan sebagainya itu dipandang sebagai
hukum Islam, atau paling tidak sebagai hukum yang islami, yang bersifat
mengikat dan wajib dipatuhi umat islam, jika terpenuhi hal-hal sebagai
berikut:

1) Ditetapkan melalui musyawarah (wa syawirhum bi al-amri)
2) Tidak memperberat dan mempersulit umat (nafy al-haraj)
3) Menutup akibat negatif (sad al-dzari’ah)

4) J\/Iewujudkén kem'aslah-atan umum (jélb'al-mashalih aljammah)
a7y il

5) 1 Tl'dak‘bertentangan dengan jiwa dan semangat (n-ash gaﬁz TAN

ebebasan, kemerdeh&iuﬁ _,_,:-'_f_'f',---"'

aan yang-sesungguhnya dJ,muIal d ebasan diri dari

pengaruh hmt& 'mengwannya di bawah bimbingan

keimanan dan akal sehat. Dengan demikian kebebasan bukanlah mutlak,

akan tetapi kebebasan yang bertangung jawab terhadap Allah, terhadap
keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan
ini bisa dirincikan lebih jauh seperti ini :

1) Kebebasan berpikir.

2) Kebebasan beragama.

3) Kebebasan menyatakan pendapat.

% Mohammad Rusfi, Validitas Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum, AL-‘ADALAH
Vol. XII, No 1. http://ejournal.radenintan.ac.id/in 3 Juni 2014, h. 67.
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4) Kebebasan menuntut ilmu.
5) Kebebasan memiliki harta.*’
h. Perilaku moral yang baik

Perilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara
manusia, antr umat dan antara bangsa di dunia, selain itu pronsip ini pun
di terapakan seluruh makhluk Allah di muka bumi, termasuk flora dan
fauna, alam nabati dan alam hewani, budi baik ini tercermin antara lain di
dalam kasih sayang.seperti yang ditegaskan di dalam Hadis Nabi :

(2512530 o) 5)) & Lanall 8 (e aSan 0 a Y1 ol ) gan

Artinya : “Kasih sayangilah yang .dibumi, Allah  SWT akan
menyayangimu..”’ ' :

f Sepertl yang telah dlkemukakan bahwa salah sattrsumber hubungan

I aswnal itu adalaﬂn! Nangsa Apablla p"

sah‘kaﬂ‘d\n di buat kemudian tidak _’,,xepatl m

akan hllangwa ~su¢ah’ Pﬁ_ kepercayaan, maka

malapetakalah yang akan muncul Inilah dasar-dasar siyasah di dalam

hubungan internasional atau siyasah dauliyah, dasar-dasar tersebut
semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia,
atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka hifdzu al-

Ummah dalam ruang lingkupnya yang paling luas yaitu seluruh manusia

" Ibid, h. 197-198.
“8 Ibid, h. 199.



yang di ikat oleh rasa ukhwah insaniyah di samping umat dalam arti
komunitas adalah keluarga sakinah.*®
C. Pembagian Kewarganegaraan dalam Figh Siyasah
Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan kebahagian
manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ajarannya tetap aktual bagi manusia
di segala zaman dan tempat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi
manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan secara adil
tanpa membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit, dan agamanya. Berdasarkan
prinsip ini, maka Islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan
antarmanusia, baik sesama Muslim sendiri maupun non-Muslim. Dengan
berlandaskan pada agama yang diyakini’ seseorang, mehpertimbangkan negara

C— r..._ ‘

menjadl tempat tinggalnya dan ada atau tidaknya ikatan pprjdn'la

1 tah Is{am para ularrbninﬁwarganegaraaﬁ seor

dan non-Mu rang _hen-Muslim terdiridari aI- 1, musta’min, dan

harbiyun. PenduMm\ terdlrm ahl al-dzimmi dan

musta 'min, Sedangkan penduduk dar al-harb terdiri dari Muslim dan

harbiyun.>

1. Muslim
Istilah Muslim merupakan nama yang diberikan bagi orang yang menganut
agama Islam. Seorang Muslim meyakini dengan sepenuh hati kebenaran
agama Islam dalam akidah, syari’ah dan akhlak sebagai aturannya. Di

samping itu, ia menentang segala bentuk penyimpangan yang dapat

“* Ibid, h. 200.
% Muhammad Igbal. Figh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014). h. 269.



mengubah identitas seseorang dari Muslim. Kata Muslim berasal dari
bahasa Arab, yang berarti “orang yang selamat”. Ini seakar dengan kata
“Islam” yang berarti menyelamatkan.>* Gelar muslim sendiri langsung
diberikan Allah kepada manusia, sebagaimana dalam surat al-Hajj ayat 78,

yaitu sebagai berikut:
- M .’}9// - /,5} //,4/} c _ g . d L9 8 -
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Artinya;, Dan berjihadlah kamu ‘pada jalan Allah dengaf jihad yang

sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu jdan di‘a sekali-kali
. tidak' menjadikan_untuk kamu dalam agama suatu tan.

LS (Kkutilah) _agmaw ﬁ( Ibrahim. dia (
. Mehamai kam amto ang muslim-dari d
“S.dan (begitu_pula) dalam (Al Quran) inisSUpaya
saksl atas .dirimu.dan supaya-kamu.semua menjadi saksi atas
segenﬁl@aka,f;f" : ahyang, tunaikanlah
zakat dan berpsganglah” kaMf pada tali Allah. dia adalah
Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-
baik penolong. (Q. S. Al-Hajj: 78).

-

g -
|

z

Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara satu
dengan yang lain. Pertama, mereka yang menetap di dar al-Islam dan
mempunyai komitmen yang kuat untuk mempertahankan dar al-Islam.
Termasuk ke dalam kelompok ini adalah orang Islam yang menetap

sementara waktu di dar al-1slam sebagai musta 'min dan tetap komitmen

*! lja Suntana, Op., Cit, h. 13.
°2 Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 523.



kepada Islam serta mengakui pemerintahan Islam. Kedua, muslim yang
menetap di dar al-harb dan tidak berkeinginan hijrah ke dar al-Islam. Status
mereka, menurut Imam Malik, Syafi’i dan Ahmad, sama dengan Muslim
lainnya di dar al-Islam. Harta benda dan jiwa mereka tetap terpelihara.
Namun menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk
harbiyun, karena berada di negara yang tidak dikuasai Islam.
Konsekuensinya, harta benda dan jiwa mereka tidak terjamin.*
2. Ahl al-Dzimmi

Secara etimologis, dzimmi berarti warga negara non-Muslim yang
menjadi warga negara di ‘negara Islam, tunduk dan patuh terhadap aturan
Islam. Secara |st|Iah dzimmi adalah sekelompok orang non;Musllm yang

f Ivs l

(bertempat tlnggal) di wilayah yang berada dr bgwah ke

lim. Makna d2|mm1 bbdﬂﬁn Jika |st|laﬁ harbl

non-musli menentang dan memusuhi lslam ut Sayyid Sabiq,

dzimmi juga b'erbem kaurh mmahafd adalah warga non-

muslim yang mengadakan perjanjian dengan orang Islam, baik perjanjian itu

idu

berisi memohon jaminan keamanan dari orang Islam atau perjanjian
gencatan senjata yang ditetapkan oleh penguasa Islam, maupun berdasarkan
kontrak fidyah. Jika ditinjau dari kondisi ini maka perbedaan agama di

Indonesia dapat dikategorikan menjadi kaum dzimmi (warga non-muslim)

*¥ Muhammad Igbal, Op., Cit, h. 271.



yang harus dilindungi dan saling menghargai menuju kehidupan yang aman
dan damai.”*

Sementara menurut Muhammad Igbal dalam bukunya berjudul Figh
Siyasah, kata ahl al-dzimmi atau ahl al-dzimmah merupakan bentuk tarkib
idhafi (kata majemuk) yang masing-masing katanya berdiri sendiri. Kata
“ahl” secara bahasa, berarti keluarga atau sahabat. Adapun kata
“dzimmi/dzimmah” berarti janji, jaminan, atau keamanan. Dalam pandangan
al-Ghazali, ahl al-dzimmi adalah setiap ahli kitab yang telah baligh, berakal,
merdeka, laki-laki, mampu berperang, dan membayar jiizyah. lbnu al-
Juza’il al-Maliki memberikan definisi yang hampir sama dengan al-Ghazali
bahwa\al-dzimmih adalah oréng kafir yang? merdeka, baligh, laki-laki,

C— r..._ ‘

en a.nut agama yang bukan Islam, mampu membayar J,lzyah d

dengan membayar jizyalt:

Pemerintah Islam boleh melakukan perjanjian akad dzimmah dengan
non-muslim yang ingin menetap di dar al-Islam. Namun dalam menentukan
non-muslim mana yang termasuk ahl al-dzimmah ini, ulama berbeda
pendapat. Menurut kesepakatan ulama, ahl al-dzimmah adalah mereka yang
termasuk ke dalam kategori ahl al-kitab, yaitu Yahudi, Nashrani, dan
Majusi. Penganut agama ini dapat diterima untuk mengadakan perjanjian

dengan pemerintah Islam. Penganut Majusi dikelompokkan kepada ah al-

> M. Alifudin Ikhsan, Figh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di
Indonesia, JIPPK, Vol. I, No 1. Juni, h. 36..
> Muhammad Igbal, Op., Cit, h. 271-272.



kitab lainnya, meskipun kemudian mereka tinggalkan. Jadi pada prinsipnya
penganut Majusi bukan ahl al-kitab. Kewajiban jizyah yang dibebankan
kepada mereka adalah berdasarkan praktik Nabi SAW.

Konsep ahl al-dzimmah merupakan cikal bakal munculnya konsep
penomorduaan terhadap non-Muslim. Ahl al-dzimmah adalah komunitas
non-muslim yang melakukan kesepakatan untuk hidup di bawah tanggung
jawab dan jaminan kaum muslimin. Mereka mendapatkan perlindungan dan
keamanan serta mendapatkan hak hidup dan bertempat tinggal di tengah
mayoritas muslim. Dalam kitab figh klasik, ahl al-dzimmah dituntut
melaksanakan kewajiban, tetapi tidak mendapatkan hak yang sejajar dan
setara sebagaimané komljnitas.-muslim Iainnya-: Ataé pendapgt_l inilah, kaum

C— — ‘

|mm1 dlSebut sebagal kaum nomor dua.”’ ,'. ]

Wil

a kata ‘musta ' min” merupakan b ismi fa’il (pelaku)

dati kata kerja ista mahn ini seama amana yang berarti

aman. Dengan demikian, kata ista’mana mengandung pengertian “meminta

jaminan keamanan”, dan orang yang meminta jaminan tersebut disebut
musta’min. Menurut pengertian ahl figh, adala orang yang memasuki
wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat,
baik ia Muslim maupun harbiyun. Menurut al-Dasuki antara musta 'min dan
mu’ahid mempunyai pengertian yang sama. Mu ahid adalah orang non-

Muslim yang memasuki wilayah dar al-hatb. Musta’min adalah orang yang

*® Ipid, h. 272.
> M. Alifudin Ikhsan, Figh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di
Indonesia, JIPPK, Vol. Il, No 1. Juni, h. 37.



memasuki wilayah dar al-Islam sebagai utusan perdamaian., anggota korps
diplomatik, pedagang/investor, atau orang-orang yang berhijrah. Mereka
yang menetap di dar al-Islam dapat berubah status menjadi dzimmi melaluli
perjanjian yang dibuat dengan pemerintah Islam.*®

Sementara pendapat lain mengatakan, musta’min adalah warga negara

% Musta'min

non-muslim yang memasuki negara Islam dengan aman.
Adalah orang luar yang masuk ke negara lain dengan izin masuk (al-aman),
baik Muslim atau kafir harbi. Jika seorang Muslim masuk ke Darul Harb /
Darul Kufur, dia tidak dapat mengambil harta kafir di Darul Harb tersebut,
misalnya dengan mengambil (as-sariqah) atau merampas (al-ghashab).
Penyebab seorang Muslim yang |kut dengan ‘perjanjian yan,g Dia lakukan

—

| Musllm ‘mda syurutihim). Biarkan seorang Muslrm poleh m

| Harb seorang k& li Jﬁpleh masuk ke dal

Islamiyah. uIIah saw. Telah membenkan Ja T eamanan kepada

kaum kafir padmmh‘ RaMrsabda (yang berarti,

"Siapa saja yang menutup pintu, maka berarti dia aman.” (HR. Muslim).*®

ke

Istilah musta’min juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan
ahl al-dzimmi yang memasuki wilayah dar al-harb dengan mendapat izin
dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama
mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke dar al-

Islam sebelum izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim,

*8 Muhammad Igbal, Op., Cit, h. 276.

% M. Alifudin Ikhsan, Figh Ham dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dzimmi di
Indonesia, JIPPK, Vol. I, No 1. Juni 2017, h. 36.

8 Kafir Harbi, Musta'min, dan Ahlul Dzimmah, https:/mediaumat.news/kafir-harbi-
musta’min-dan-ahlul-dzimmabh, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.
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selama ini tidak murtad. Bila murtad, maka ia menjadi harbiyun. Sementara
itu, ahl al-dzimmi yang menetap lama di dar al-harb berubah status menjadi
harbiyun.®*
4. Harbiyun
Kata harbiyun berasal dari harb, berarti “perang”. Kata ini digunakan
untuk pengertian warga negara dar al-harb yang tidak menganut agama
Islam dan antara negara Islam dan dar al-harb tersebut tidak terdapat
hubungan diplomatik.®®
Sementara Kafir Harbi adalah setiap orang kafir yang tidak tercakup di
dalam perjanjian (dzimmah) kaum muslim baik orang itu kafir mu’ahid
atau musta ‘min, ataupun bukan kafr mu ahzd dan kafr musta, min. Ditinjau

—_ — '

ari aspek ‘hukum kaflr harbi dibagi menjadi dua— y;utu,‘ kafi

man artrnya secara d&(ﬂ:ﬁum) kaflr harbl dan

fi'lan ata harbl haqlqatan (de facto). yaknl

tengah berpermmum ML’

D. Pemberlakuan Hukum Terhadap Warga Negara Asing dalam Figh

-orang kafir yang

Siyasah

Sejarah hak warga negara di dalam Islam sudah berlangsung ketika
manusia ini sudah diturunkan oleh Allah untuk menjadi khilafah di muka bumi
ini. Perkembangan perpolitikan di dalam Islam terjadi pada saat Nabi

Muhammad SAW diutus Allah SWT untuk menyampaikan risalah-Nya kepada

¢ Muhammad Igbal, Op., Cit, h. 276.

®2 1bid, h. 278.

% Ahmad Hidayat, Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol VI, No
2,Format Hubungan Internasional dalam Konstruksi Hukum Islam (Figh Diplomatik pada Masa
damai),. September 2016, h. 277.



umat manusia agar berkehidupan dengan cara yang baik dan benar. Peristiwa
ketatanegaran Islam yang memang khusus mengkaji pembahasan hak-hak
warga negara di dalam Islam terjadi pada saat adanya Piagam Madinah.
Dokumen Piagam madinah merupakan sumber ide yang mendasari negara
Islam pada awal pembentukannya, dokumen ini telah diakui otentik.®*

Bagi Miriam Budiharjo strategi yang dilakukan Nabi dalam ilmu politik
telah menunjukan bukti kekuasaan politik berfungsi mengawasi, menertibkan
dan mengatur hubungan manusia dalam masyarakat tanpa adanya dominasi
kekuasaan terhadap suku, ras tertentu dalam kehidupan bermasyarakat.®® Apa
yang dikatakan Miriam Budiharjo, sejalan dengan pandangan Nurcholis
Madjid bahwa manuéia hidup dialam.«suasanav kerjasah]a antaanistis, penuh

I |

0N I|kdan pErsalngan Adanya aturan tentang hubungan antaT sesama

anusia sekahgus menjadl pedoman h|d

Hubungan aMa&yarék mh kekuasaan politik
berada dalam sebuah konsep warga negara (citizenship) saat itu didasarkan
pada keyakinan, bukan berdasarkan wilayah teritorial. Sekalipun kriteria warga
negaranya berdasarkan agama/keyakinan, tidak berarti Islam melarang warga
non muslim berdomisili di wilyah kekuasaan Islam. Penerimaan warga non-

muslim yang berdomisili di wilayah Islam sangat terkait dengan konsep negara

® Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian
Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat Majemuk, (Jakarta: UIPress,
1995), h. 36.

® Miriam Budihardjo, Dasar-dasar llmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1989), 38.

% Nurcholis Madjid, Agama dan Negara dalam Islam: Telaah atas Figh Siyasah Sunni dalam
Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah, (Jakarta: Paramadina, 1995), 590.



yang bersifat teologis. Jadi identitas warga negara didasarkan pada agama,
bukan wilayah teritorial seperti yang dipahami dalam konsep negara bangsa
(nation-state).®’

Sebagai perwujudan dari bentuk kesepakatan masyarakat yang telah
membuat kontrak sosial untuk membangun sebuah sistem pemerintahan, segala
konsekuensinya semua masyarakat selalu taat dan patuh menjalankan hak-hak
mereka sebagai warganegara. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan
Islam terdapat beberapa istilah sebagai identitas warganegara Islam vyaitu
Muslim, zhimmi, musta 'min. 62

Istilah musta’min juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan ahl
al-dzimmi, yang merhasuki'wiaYah da'r al-harty dengan mendgpat izin dan

—_— — '

Jnan keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini dlakm se]ama

sebelu |2|n ya habis. Statua yang bersangkutan, n Tasi uslim, selama
tidak murtad. Bllm Ta memmementara itu, ahl al-
dzimmi yang menetap lama di dar al-harb berubah status menjadi harbiyun.®
Namun demikian, jika musta’min itu seorang kafir harbi yang masuk ke
negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jadi, izin masuk
(al-aman) hanya diberikan misalnya untuk satu bulan, dua bulan, atau lebih di
bawah satu tahun. Hal ini karena seorang harby dibiarkan tinggal di dar al-

Islam tanpa ditarik jizyah. Padahal jizyah dipungut satu tahun sekali. Mungkin,

7 Ahmad Yani Anshori, Islam dan Negara Bangsa di Indonesia dalam Antologi Islam,
(Yog%/akarta Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 210), 249.
Ibid, h. 249.
% Muhammad Iqgbal, Op., Cit, h. 276.



maksimal harby, boleh tinggal tanpa jizyah selama satu tahun. Jika dia tinggal
lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar
jizyah atau keluar dari dar al-Islam. Jika dia membayar jizyah, berarti dia
menjadi ahl al-dzimmah atau warga negara khilafah. Jika dia keluar akhir
tahun, dia tidak wajib membayar jizyah.

Hukum orang musta’min pada dasarnya sama dengan hukum ahl al-
dzimmah. Jika dia membutuhkan pertolongan, misalnya jiwanya terancam,
negara wajib melindunginya. Jika melakukan kejahatan, dia akan dikenai
hukuman yang disetujui ahl al-dzimmah, kecuali hukuman peminum khamr.
Hal ini karena dar al-Islam adalah tempat yang menerapkannya hukum-hukum
syari’at terkalt tanpa mehhat bulu ba1k terhadap orang Islam, ahl al-dzimmah,

C— r..._ ‘

un mu‘sZar’mm "t Ajaran Islam membolehkan dar-aI‘J'sIam

onan nqn—Musllm unﬁrﬁutﬁnan keamanan berdas

surat

NS ’”qub,wu

Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta
perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat
mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang
aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak
Mengetahui. (Q.S. at-Taubah: 6)."

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang musyrik harbiyun untuk

mendapatkan jaminan keamanan di dar al-Islam harus dikabulkan. Keamanan

" Kafir Harbi, Musta’min, dan Ahlul Dzimmah, https://mediaumat.news/kafir-harbi-
must%’min-dan-ahluI-dzimmah, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.
Ibid
2 Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 567.



https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah
https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah

ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan
keluarga mereka juga. la tidak hanya dibolehkan menetap di dar al-Islam,
tetapi juga melakukan hubungan muamalah dengan umat Islam serta saling
tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar
jizyah. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang
ditetapkan dalam perjanjian dengan dar al-Islam. Namun mazhab Syafi’i
membatasi masa aman tidak melebihin empat bulan, selama musta 'min tersebut
bukan musafir dan utudan politik. Berakhirnya masa aman bagi mereka terkait
dengan berakhirnya dengan kepentingan atau urusan musta 'min itu sendiri.
Pembatasan masa aman ini dikhususkan hanya bagi laki-laki, sedangkan bagi
perempuan tldak dlkaltkan dengan Waktu tertentu;® | A
enurutTnazhab Maliki, keamanan yang tidak dlbatasrorgh wakt

inya berakhlr setelahbai rﬁnpat bulanf Adapun

yang dibatas u tert_entu,_berakhlr sesuak,. masa elama perjanjian

tersebut tidak dibatalkan. ..-%’éﬁ:{ﬂllah Zaidiyah membatasi masa

aman maksimal selama setahun. Bila lewat masa setahun, maka si musta’min

S€E

wajib membayar jizyah kepada pemerintah Islam, sebagaimana halnya ahl al-
dzimmi. Sementara mazhab Hanbali memberi batasan waktu yang lebih luas
dan lama, yaitu empat tahun. Ahmad Ibn Hanbal merujuk pendapatnya
berdasarkan pada kenyataan sejarah bahwa para anggota korps diplomatik

memperoleh jamin keamanan selama tiga hingga empat tahun.”

® Muhammad Igbal, Op., Cit, h. 277.
™ Ibid, h. 277.



BAB IlI

PENYAJIAN DATA

A. Pengertian, Syarat dan Prosedur Imigrasi

Imigrasi berasal dari bahsaa latin migratio yang artinya perpindahan orang
dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah
emigratio yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk
dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain.
Sebaliknya, imigratio dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan
penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.”

Secara etimologi istilah emigrasi, imigra;i, dan ‘transmigrasi ketiganya

berasal dari-.bahasa. latin migrétionf,f yang berarti perpindahéip penduduk.
] [
: |

.a\n?.manusia dari SUZ teriat tempat lain dekﬁfﬁt'
mikiagengertian migran a?ale% perpindahien pen

Ssecara

besar-besaran dari ngkan emigran adalah

lerpat-ke tempat Tain
perpindahan penduduk keluar dar;.-;s.a;f"l:.negara. Akhirnya untuk negara yang
didatangi disebut sebagai peristiwa imigrasi.’

Secara lengkap arti imigrasi adalah “pemboyongan orang-orang masuk ke
suatu negeri”, atau definisi dalam bahasa Inggris dapat dirumuskan sebagai
berikut: immigration is the entrance into an alien country of person intending
to take part in the life of that country and to take it their more less permanent

residence, artinya lebih kurang sebagai berikut: “imigrasi adalah pintu masuk

" Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2011), h. 129.

" jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1.



ke negara asing dari orang yang berniat untuk mengambil bagian dalam
kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap”. "

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan keimigrasian adalah hal
ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta
pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”® Setiap
warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan masuk
wilayah Indonesia.”

Konferensi Internasional tentang Emigrasi dan Imigrasi tahun 1924 di
Roma memberikan definisi sebagai suatu gerak pindah manusia memasuki
suatu negerl dengan niat-untuk mencarl nafkah dan menetap dlsana Misalnya

= \

daknya Suatu bangsa oleh penyerbuan atau penduduk‘pangsa lai

ugas mengembangkah E ﬁn hanya sekedar untu

untung dineg 'n Sehlngga muncul selera kagltall menjajah suatu

wilayah tertentu. ma fungsu ﬂeranan keimigrasian bersifat

universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar

wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik

imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh

" Abdullah Sjahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1993), h. 7.

"8 pasal 1 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

" Pasal 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

% Herlin Wijayanti, Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian, (Malang: Bayumedia
Publishing, 2011). h. 130.



pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-
undangan yang berlaku.®

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib memiliki
Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Setiap Orang Asing yang
masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Visa yang sah dan masih berlaku,
kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan perjanjian
internasional.®?

Setiap Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi
persyaratan:

1. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari

kewajilj.)an memiliki Wi, R ] r

-~ - ‘

Bagi Ora |ng yang dibebaskan dari kewajlba iliki Visa, selain
harus memenuhl‘m@a hamsm& kembali atau tiket
terusan ke negara lain. Bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas atau
Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan, juga harus memiliki
Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.®
Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui

pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan

¥ Iman Santosa, Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan
Ketahanan Nasional Secara Seimbang, (Jakarta: Universitas Krisnadwipayana, 2004), h. 24.

82 pasal 8 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

8 pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan Undang-
undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

8 pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2013 Pelaksanaan
Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian



Imigrasi. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau
identitas diri yang sah. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen
Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, Pejabat Imigrasi berwenang untuk
melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat
dilanjutkan dengan proses penyelidikan Keimigrasian.®

Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan dapat masuk Wilayah
Indonesia setelah mendapatkan Tanda Masuk. Dalam keadaan darurat Pejabat
Imigrasi dapat memberikan Tanda Masuk yang bersifat darurat kepada Orang
Asing. Tanda Masuk berlaku sebagai Izin Tinggal kunjungan dalam jangka
waktu tertentu.®®

Menteri berwenéng mélarang Orang Asirig -berad.a di daerah tertentu di

C— r..._ ‘

IndOI‘TESIa Pejabat Imigrasi menolak Orang Asmg‘,ma*suk

ia da]am»hal orang ab i ﬁ

1. Namanya um dalam-daftar Penangkalan

2. Tidak memlllkmalanan yamaku

3. Memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;

Hayah

4. Tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki
Visa;

5. Telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;

6. Menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;

7. Terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang

terorganisasi;

8 pasal 9 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
8 pasala 10 dan 11 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



8. Termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara
asing;

9. Terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia;
atau

10. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan
orang, dan penyelundupan manusia.?’

Orang Asing yang ditolak masuk ditempatkan dalam pengawasan
sementara menunggu proses pemulangan yang bersangkutan. Setiap warga
negara Indonesia tidak dapat ditolak masuk Wilayah Indonesia.Dalam hal
terdapat keraguan terhadap Dokumen Perjalanan seorang warga negara
IndoneS|a\ dan/atau status kewarganegaréannya yang bersangkutan harus

il

berlkan buku Iam yang sah dan meyakinkan yang menpnjwkka

rsangku“can adalah \AA ﬂ ;ﬁesm Dalam rangka

bukti yang

atau Ruang Detensi ImigrasSt®
Setiap orang dapat keluar Wilayah Indonesia setelah memenuhi

persyaratan dan mendapat Tanda Keluar dari Pejabat Imigrasi menolak orang

untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

1. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku

2. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan

pejabat yang berwenang; atau

8 pasal 12 dan 13 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
8 pasal 13 Ayat 2 dan Pasal 14 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



3. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.®

Pejabat Imigrasi juga berwenang menolak Orang Asing untuk keluar
Wilayah Indonesia dalam hal Orang Asing tersebut masih mempunyai
kewajiban di Indonesia yang harus diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.*°

Setiap Tempat Pemeriksaan Imigrasi ditetapkan suatu area tertentu untuk
melakukan pemeriksaan Keimigrasian yang disebut dengan area imigrasi. Area
imigrasi merupakan area terbatas yang hanya dapat dilalui oleh penumpang
atau awak alat angkut yang akan keluar atau masuk Wilayah Indonesia atau
pejabat dan petugas yang berwenang. Kepala Kantor Imigrasi bersama-sama
dengan p.enyelenggafa bandar Ljdara,‘- 'pelabuhan Iauf, dan pos lintas batas

—_— — '

etakan area imigrasi, Penyelenggara bandar udara, 'pelz;buhan I

) :,.'. ‘ tas batas dapat mebkﬁ ﬁmtuk memasukl ar

setelah menda) rsetUJuankepaIa Kantor Imrgra3|

. Dokumen Perjalm I'ndonesl’

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas, Paspor dan Surat

dan

Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas,
dan Paspor biasa.Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana
Paspor untuk Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas

batas. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen negara.*

® pasal 15 dan Pasal 16 ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
% pasal 16 Ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

°! pasal 22 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

%2 pasal 24 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



Paspor diplomatik diterbitkan bagi warga negara Indonesia yang akan
melakukan perjalanan keluar Wilayah Indonesia dalam rangka penempatan
atau perjalanan tugas yang bersifat diplomatik. Paspor dinas diterbitkan bagi
warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah
Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat
diplomatik. Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar
Negeri.”®

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Paspor biasa
diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara
Indonesia\dalam keadaan ter'tentu.-jika Paspor biasa tidak dapat diberikan. Surat

—_— — '

'Ianan Laksana Paspor untuk Orang Asing dlkeluarkan bg;lgl Ora
a :?_,1— mempunyal Do& Iijﬁyang sah dan negar

mempunyal 3 |Ian di_Indonesia. Surat Perjal aksana Paspor

diberikan dalam hmk séndmm Indonesia sepanjang

tidak terkena pencegahan, dikenai Deportasi, atau repatriasi. Surat Perjalanan

Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.**

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang
perseorangan atau kolektif. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas
dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah

perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan

% pasal 25 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
% Pasal 26 dan 27 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



perjanjian lintas batas. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas
diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.®

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu)
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri
yang masih berlaku. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang
melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana
Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah
dikeluarkan. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang
melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.
Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal:
1. Pemegangnya mélakukén tindak--' pidané -'atau. melangggr peraturan

C— — ‘

rundang’ urrdangan di Indonesia; atau ,'. |

egangnyalermasuk d& a ﬁahan

Menteri ejabat Lmlgra5| yang dltunjuk b ung jawab atas

perencanaan, pengadaanhfmpanan ms ribusian, dan pengamanan

blanko dan formulir:

1. Paspor biasa
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan
3. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.”’
Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk menetapkan spesifikasi teknis
pengamanan dengan standar bentuk, ukuran, desain, fitur pengamanan, dan isi

blanko sesuai dengan standar internasional serta formulir:

% pasal 28 dan 29 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
% pasal 30 dan 31 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
°" pasal 32 Ayat 1 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



1. Paspor biasa
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan
3. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.*®

Pejabat Imigrasi atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan
pengisian dan pencatatan, baik secara manual maupun elektronik, dalam
blanko dan formulir:
1. Paspor biasa
2. Surat Perjalanan Laksana Paspor, dan
3. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.*

Visa terdiri atas, Visa diplomatik Visa dinas Visa kunjungan, dan Visa
tinggal terbatas Vlsa d|plomat|k dlberlkan kepada Orang Asmg pemegang

= \

or djploma’uk dan paspor lain untuk masuk Wllayah‘ 'lndone i

anakan tugas yang lb ipﬁ Visa dlnas dlberl

Orang Asing ang Paspor dinas dan_Paspor Ia| akan melakukan

perjalanan ke Wllmdaiam rarmkan tugas resmi yang

tidak bersifat diplomatik dari pemerintah asing yang bersangkutan atau

organisasi internasional.’®

Pemberian Visa diplomatik dan Visa dinas merupakan kewenangan
Menteri Luar Negeri dan dalam pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas
luar negeri di Perwakilan Republik Indonesia. Visa kunjungan diberikan
kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia

dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya,

% pasal 32 Ayat 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
% pasal 32 Ayat 3 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
190 pasal 34, 35 dan 36 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan
perjalanan ke negara lain.*™
Visa tinggal terbatas diberikan kepada Orang Asing:

1. Sebagai rohaniawan, tenaga ahli, pekerja, peneliti, pelajar, investor, lanjut
usia, dan keluarganya, serta Orang Asing yang kawin secara sah dengan
warga negara Indonesia, yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah
Indonesia untuk bertempat tinggal dalam jangka waktu yang terbatas; atau

2. Dalam rangka bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau
instalasi yang beroperasi di wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas
kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. %

Pemberlan Vlsa kunjungan dan Visa tlnggal terbatas merupakan

= \

nangan' Menterl Visa diberikan dan ditandatangani ofetr ,Pe;hbat

akllan Republlk Irb Ei ﬁnegerl Dalam hal

Republik In

di

belum ada Pejabat Imigrasi pember' sa kunjungan dan

‘-.‘V-.",\\ o~
al‘eh.p’eﬂmas luar negeri. Pejabat dinas

luar negeri berwenang memberikan Visa setelah memperolen Keputusan

Visa tinggal terbatas dila

Menteri. %

Visa kunjungan dapat juga diberikan kepada Orang Asing pada saat
kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Orang Asing yang dapat
diberikan Visa kunjungan saat kedatangan adalah warga negara dari negara

tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri. Pemberian Visa
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kunjungan saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilaksanakan oleh
Pejabat Imigrasi.***

Permohonan Visa ditolak dalam hal pemohon:

=

Namanya tercantum dalam daftar Penangkalan,

2. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku

3. Tidak cukup memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama
berada di Indonesia;

4. Tidak memiliki tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan
perjalanan ke negara lain

5. Tidak memiliki Izin Masuk Kembali ke negara asal atau tidak memiliki visa

ke negara lain® ' N = 7 | A

-~ - '

enderlta penyaklt menular gangguan jiwa, atau hal ‘}aln‘

bahayakan kesehatalh E't&] | _._,:"_f.'."f""'-

7. Terlibat ti ldana transnasional yang. terorg}'r;s membahayakan
keutuhan wHayMt‘uan‘Repm dan/atau
8. Termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan
orang, dan penyelundupan manusia.'%®
Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki
Visa. Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa adalah:
1. Warga negara dari negara tertentu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan

Presiden dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas manfaat;
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2. Warga negara asing pemegang lzin Tinggal yang memiliki 1zin Masuk
Kembali yang masih berlaku
3. Nakhoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas di alat angkut
4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut atau alat
apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di
perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi
Eksklusif Indonesia.'®
Orang Asing dapat masuk Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda
Masuk. Tanda Masuk diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi kepada Orang Asing yang telah memenuhi persyaratan masuk
Wilayah Indone3|a Tanda Masuk bagl Orang Asmg pemegang Vjsa diplomatik

—

Vlsa‘dl'naS‘yang melakukan kunjungan singkat di Indon‘e5|a berl

Izm nggal dlplon&tj Iﬁ]ggal dlnas Tanda

a atau pemegang

bagi
Orang Asing dlbebaskan dari kewajiban, mem|I| T
Visa kunjungan bmgm Izm man

Orang Asing pemegang Visa diplomatik atau Visa dinas dengan maksud
bertempat tinggal di Wilayah Indonesia setelah mendapat Tanda Masuk wajib
mengajukan permohonan kepada Menteri Luar Negeri atau pejabat yang
ditunjuk untuk memperoleh Izin Tinggal diplomatik atau lzin Tinggal dinas.
Orang Asing pemegang Visa tinggal terbatas setelah mendapat Tanda Masuk
wajib mengajukan permohonan kepada kepala Kantor Imigrasi untuk

memperoleh Izin Tinggal terbatas. Jika Orang tidak melaksanakan kewajiban
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tersebut, Orang Asing yang bersangkutan dianggap berada di Wilayah
Indonesia secara tidak sah.'®®

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin
Tinggal. Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang
dimilikinya. 1zin Tinggal terdiri atas:
1. 1zin Tinggal diplomatik,
2. lzin Tinggal dinas,
3. lzin Tinggal kunjungan,
4. lzin Tinggal terbatas, dan
5. Izin Tinggal Tetap.*

Menteri berwenaing meiarang. Orang Asing yang télah diberj Izin Tinggal

C— r..._ ‘

da d| daérah tertentu di Wilayah Indonesia. Terhadap*Or,ang Asi

menjaiam\penahananbl& ﬁ) proses penyldlkan

dan pemeri

se

' S|dang pengadllan atau.. menj_alan' a kurungan atau

- -'\\ - o

~ W - . .
§y’cifakatﬁangkan izin tinggalnya telah

lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban.**°

pidana penjara di lembag

Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk
Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. lzin Tinggal dinas diberikan
kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. lzin
Tinggal diplomatik dan Izin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan
olen Menteri Luar Negeri. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada Orang

Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan atau anak yang
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baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya
pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan diberikan sesuai
dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.***

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal
kunjungan:
1. Kembali ke negara asalnya
2. lzinnya telah habis masa berlaku
3. lzinnya beralih status menjadi 1zin Tinggal terbatas
4. lzinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk
5. Dikenai Deportasi, atau
6. Menlnggal dunla

1zin Tlnggafterbatas dlberlkan kepada

,,,,,, .
~ N l‘/-',::-.,
pemegang Izin Tingga SWWY ‘

3. Orang Asing yang diberikan alih status dari 1zin Tinggal kunjungan;

4. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung,
atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi
Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

5. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, atau

6. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara

Indonesia. '

111 pasal 49 dan 50 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
112 pasal 51 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

. embali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah
Indonesia,

. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku
Izin Masuk Kembali yang dimilikinya,

. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,

. lzinnya telah habis masa berlaku,

. lzinnya beralih status menjadi 1zin Tinggal Tetap,

. Izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk,

. Dikenai Deportasi, atau

. Meninggal dunia.114
:

Wi\

ap dqpat.dlberlkan kepada,—_

'*}‘.‘. /;-LE"-
mggaf’rm rohaniwan, pekerja,

. Orang Asing pemegan
investor, dan lanjut usia,

. Keluarga karena perkawinan campuran,

. Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang lzin Tinggal Tetap;
dan

. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak

berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.'*®
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Izin Tinggal Tetap tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak
memiliki paspor kebangsaan. Orang Asing pemegang lzin Tinggal Tetap
merupakan penduduk Indonesia.*®

Pemberian, perpanjangan, dan pembatalan Izin Tinggal kunjungan, lzin
Tinggal terbatas, dan Izin Tinggal Tetap dilakukan oleh Menteri atau Pejabat
Imigrasi yang ditunjuk. 1zin Tinggal yang telah diberikan kepada Orang Asing
dapat dialihstatuskan. Izin Tinggal yang dapat dialihstatuskan adalah 1zin
Tinggal kunjungan menjadi lzin Tinggal terbatas dan lzin Tinggal terbatas
menjadi lzin Tinggal Tetap. Alih status lzin Tinggal ditetapkan dengan
Keputusan Menteri."*!

Izin ,Tinggal kunjungan -dan 1zin Tinggal .terbatas, dapat juga

= \

'hstatuskan menjadl Izin Tinggal dinas. Alih statu;s han

akan berdasarkan I&j Iﬁ setelah mendapat

Menteri Lua ri. Dalam hal Pejabat lrmgra3|

ukan status lzin

Tinggal Orang Asing
berwenang menelaah serta memeriksa status Izin  Tinggal dan
kewarganegaraannya.*'®

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat
diperpanjang untuk waktu yang tidak terbatas sepanjang izinnya tidak

dibatalkan. Pemegang lzin Tinggal Tetap untuk jangka waktu yang tidak
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terbatas wajib melapor ke Kantor Imigrasi setiap 5 (lima) tahun dan tidak
dikenai biaya.'**

Izin Tinggal Tetap bagi diberikan setelah pemohon tinggal menetap selama
3 (tiga) tahun berturut-turut dan menandatangani Pernyataan Integrasi kepada
Pemerintah Republik Indonesia. Untuk mendapatkan Izin Tinggal Tetap bagi
pemohon diberikan setelah usia perkawinannya mencapai 2 (dua) tahun dan
menandatangani Pernyataanintegrasi kepada Pemerintah Republik Indonesia.
Izin Tinggal Tetap bagi pemohon dapat langsung diberikan.*?

Pemegang lzin Tinggal terbatas dan pemegang lzin Tinggal Tetap dapat
melakukan pekerjaan dan/atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup
dan/atau Keluarganyah. Izin Tinggé.l Tetap dapaf berakhi.r karena’ Ppemegang Izin

al Tetap = — II
mggalkan Wllayah Qi ﬁdarl 1(satu) tahun

bermaksu Iagl ke Wllayah IndoneSLa--

2. Tidak melakukénp%h  Izin Tlmmh 5 (lima) tahun,

3. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,

tidak

4. lzinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk,
5. Dikenai tindakan Deportasi, atau
6. Meninggal dunia.**
Izin Tinggal Tetap dibatalkan karena pemegang Izin Tinggal Tetap:
1. Terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan,
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2. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara,

3. Melanggar Pernyataan Integrasi,

4. Mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja,

5. Memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan Izin
Tinggal Tetap,

6. Orang Asing yang bersangkutan dikenai Tindakan Administratif
Keimigrasian,

7. Putus hubungan perkawinan Orang Asing yang kawin secara sah dengan
warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan,
kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih. %

Orang Asing tertentu yang berada'di Wiléyah Indonesia \/\.5ajib memiliki

= \

jamin, yang*menjamln keberadaannya. Penjamin bertang'gung ja

aan dan Keglatan Orb ri;ﬁamm selama trnggal

Indonesia se eweglban melaporkan setiap, perub atus sipil, status

Keimigrasian, damm‘t Per‘ﬂ wajib membayar biaya yang

timbul untuk memulangkan atau mengeluarkan Orang Asing yang dijaminnya

dari Wilayah Indonesia apabila Orang Asing yang bersangkutan telah habis
masa berlaku Izin Tinggalnya, dan/atau dikenai Tindakan Administratif
Keimigrasian berupa Deportasi. Ketentuan mengenai penjaminan tidak berlaku
bagi Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Ketentuan tidak berlaku dalam hal pemegang Izin Tinggal Tetap tersebut putus
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hubungan perkawinannya dengan warga negara Indonesia memperoleh
penjaminan yang menjamin keberadaannya.®

Izin Masuk Kembali diberikan kepada Orang Asing pemegang lzin
Tinggal terbatas atau lzin Tinggal Tetap. Pemegang lIzin Tinggal terbatas
diberikan Izin Masuk Kembali yang masa berlakunya sama dengan masa
berlaku lIzin Tinggal terbatas. Pemegang lzin Tinggal Tetap diberikan Izin
Masuk Kembali yang berlaku selama 2 (dua) tahun sepanjang tidak melebihi
masa berlaku 1zin Tinggal Tetap. 1zin Masuk Kembali berlaku untuk beberapa
kali perjalanan.*?*

Penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan
kepada pemegangnyé padé saat 'be.rada di dalam .atau di J_uar Wilayah

= \

neSIa Penarlkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesrg dllakuk

egangny&telah dmyb Baﬁsangka oleh |nstan5|

atas perbuata na yang diancam hukuman. palmg 5 (lima) tahun

atau red notice yMa “di’ Iuar \)ﬁone&a atau masuk dalam

daftar Pencegahan. Dalam hal penarikan Dokumen Perjalanan Republik

Indonesia dilakukan pada saat pemegangnya berada di luar Wilayah Indonesia
berupa Paspor, kepada yang bersangkutan diberikan Surat Perjalanan Laksana
Paspor sebagai dokumen pengganti yang akan digunakan untuk proses

pemulangan.'?®
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Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan
dalam hal:
1. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak
sah;
2. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
3. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
4. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
atau
5. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan. *%°
Pencabutan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan

dalam hal; = A ] A

C— \ -

emegangnya dljatuhl hukuman pldana penjara pallng ‘§|ngkat

PNy,
L
A
P >
R

ublik

Indonesia

berdasarkan ketentuan n~;')eru‘n angan;

3. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing;

4. Masa berlakunya habis;

5. Pemegangnya meninggal dunia;

6. Rusak sedemikian rupa sehingga keterangan di dalamnya menjadi tidak
jelas atau memberi kesan yang tidak pantas lagi sebagai dokumen resmi;

7. Dilaporkan hilang oleh pemegangnya yang dibuktikan dengan surat

keterangan lapor kepolisian; atau
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8. Pemegangnya tidak menyerahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
dalam upaya penarikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia.**’

Dalam hal pencabutan Paspor dilakukan pada saat pemegangnya berada di
luar Wilayah Indonesia maka kepada yang bersangkutan diberikan Surat
Perjalanan Laksana Paspor sebagai dokumen pengganti Paspor yang akan
digunakan untuk proses pemulangan.*®

C. Pengawasan Keimigrasian

Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian
meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon
dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di
luar Wilayah Indoneshia; dan peng.awasan terhadap lalu iintas Oram_g Asing yang

C— r..._ ‘

Kk atau xkeiuar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhgdap ke

jatan Orang Asmg d& IE ﬁa

Pengawa |m|gra5|an terhadap warga, negara sia dilaksanakan

pada saat permohénan%r Perjalanm masuk, atau berada di

luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi,
2. Penyusunan daftar nama warga negara Indonesia yang dikenai Pencegahan

keluar Wilayah Indonesia,
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3. Pemantauan terhadap setiap warga negara Indonesia yang memohon
Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang
berada di luar Wilayah Indonesia, dan

4. Pengambilan foto dan sidik jari.**

Hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data Keimigrasian yang dapat
ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Pengawasan Keimigrasian
terhadap Orang Asing dilaksanakan pada saat permohonan Visa, masuk atau
keluar, dan pemberian lIzin Tinggal dilakukan dengan:

1. Pengumpulan, pengolahan, serta penyajian data dan informasi,

2. Penyusunan daftar nama Orang Asing yang dikenai Penangkalan atau
Pencegahan 3 ' N - 7 | 4

—_— . - |

en awasarr‘terhadap keberadaan dan kegiatan Orang‘A§|ng di

Lnﬁ.

-
-

Hasil pengawasan Keimigrasian merupakan data Keimigrasian yang dapat
ditentukan sebagai data yang bersifat rahasia. Untuk melakukan pengawasan
Keimigrasian terhadap kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia, Menteri
membentuk tim pengawasan Orang Asing yang anggotanya terdiri atas badan

atau instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun di daerah. Menteri atau
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Pejabat Imigrasi yang ditunjuk bertindak selaku ketua tim pengawasan Orang
Asing.**
Pejabat Imigrasi atau yang ditunjuk dalam rangka pengawasan

Keimigrasian wajib melakukan:

1. Pengumpulan data pelayanan Keimigrasian, baik warga negara Indonesia
maupun warga negara asing,

2. Pengumpulan data lalu lintas, baik warga negara Indonesia maupun warga
negara asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia,

3. Pengumpulan data warga negara asing yang telah mendapatkan keputusan
pendetensian, baik di Ruang Detensi Imigrasi di Kantor Imigrasi maupun di
RumahDetensi Ifhigrasi;'dan N = J . A

N - |

en umpularr data warga negara asing yang dalam—prgses‘ eni

AR

(._‘
-~

ata pada Sistem
."--:'}‘.. /"':". -
Tah“;’féh'gm dikembangkan oleh

Direktorat Jenderal. Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia

Informasi Manajemen

wajib:

1. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri
dan/atau keluarganya serta melaporkan setiap perubahan status sipil,
kewarganegaraan, pekerjaan, Penjamin, atau perubahan alamatnya kepada

Kantor Imigrasi setempat, atau
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2. Memperlihatkan dan menyerahkan Dokumen Perjalanan atau lzin Tinggal
yang dimilikinya apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas dalam
rangka pengawasan Keimigrasian.™**

Pejabat Imigrasi yang bertugas dapat meminta keterangan dari setiap orang
yang memberi kesempatan menginap kepada Orang Asing mengenai data
Orang Asing yang bersangkutan. Pemilik atau pengurus tempat penginapan
wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat
penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Ketentuan
mengenai pengawasan terhadap Orang Asing, tidak diberlakukan terhadap
Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia dalam rangka tugas

diplomatik.135

—_— ) : — '

penyelidikan 1 raS|an dan pengamanan Keimlgras
1. Mendapatkan k'mm Mpemermtah
2. Mendatangi tempat atau bangunan yang diduga dapat ditemukan bahan
keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan Orang Asing,
3. Melakukan operasi Intelijen Keimigrasian, atau
4. Melakukan pengamanan terhadap data dan informasi Keimigrasian serta
pengamanan pelaksanaan tugas Keimigrasian.'*
Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif

Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang
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melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan

ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan

perundang-undangan. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa:

1. Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan,

2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal,

3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah
Indonesia,

4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah
Indonesia,

5. Pengenaan biaya beban, dan/atau

6. Deportasi dari Wil.ayah Irhmdone--sia.l‘?.’--7 &= , )

—_ — '

TlndakarT Admlnlstratlf Keimigrasian berupa Deport;asﬂda

an terhadap Orang Ayagm di Wllayah flndon

berusaha menght arkan diri_dari ancaman.dan pe aan hukuman di

negara asalnya. Keputusha genat. Ti‘m&stratlf Keimigrasian

ilakukan secara tertulis dan harus disertai dengan alasan.™®

Orang Asing yang dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian dapat
mengajukan keberatan kepada Menteri. Menteri dapat mengabulkan atau
menolak keberatan yang diajukan Orang Asing dengan Keputusan Menteri.

Keputusan Menteri bersifat final. Pengajuan keberatan yang diajukan oleh

37 pasal 75 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
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Orang Asing tidak menunda pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian
terhadap yang bersangkutan.***

Orang Asing pemegang lzin Tinggal yang telah berakhir masa berlakunya
dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari
dari batas waktu lzin Tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan. Orang Asing yang tidak membayar biaya beban
dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dan
Penangkalan. Orang Asing pemegang lzin Tinggal yang telah berakhir masa
berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam
puluh) hari dari batas waktu lzin Tinggal dikenai Tindakan Administratif
Keimigrasian berupé Depdrtasi .-dan .--Penangkalan. Pénanggung Jawab Alat

C— r..._ ‘

ut '.ang ndak memenuhi kewajiban dikenai blaya beb;\n ‘Bia

kan salah satu Fﬂwi] ﬁa Bukan Pajak

Keimigrasian. p— —

T - .

- -
Menteri berw}mg ggurrg man Pencegahan yang

menyangkut bidang Keimigrasian. Menteri melaksanakan Pencegahan

berdasarkan:

1. Hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif
Keimigrasian,

2. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan,

139 pasal 77 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
140 pasal 78, 79 dan 80 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



3. Permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

4. Perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan,

5. Permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan, dan/atau

6. Keputusan, perintah, atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain
yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan Pencegahan.'*

Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Ketua Komisi Pemberantasan KorupS| Kepala Badan Narkotika
Nasmnal,\atau plmplnan kementenan/lembaga ‘yang memlllkl, kewenangan

—_ — '

e ah.an'bertanggung jawab atas keputusan, permlntaap _Han

ahan yang dlbuatnyAnnkﬁ yang mendesak pej

meminta sec

Pencegahan.*?
Pelaksanaan atas keputusan Pencegahan dilakukan oleh Menteri atau
Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Pencegahan ditetapkan dengan keputusan
tertulis oleh pejabat yang berwenang. Keputusan memuat sekurang-kurangnya:
1. Nama, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir atau umur, serta foto yang
dikenai Pencegahan,

2. Alasan Pencegahan, dan
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3. Jangka waktu Pencegahan.*?

Keputusan Pencegahan disampaikan kepada orang yang dikenai
Pencegahan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan ditetapkan.
Dalam hal keputusan Pencegahan dikeluarkan oleh pejabat keputusan tersebut
juga disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
keputusan ditetapkan dengan permintaan untuk dilaksanakan. Menteri dapat
menolak permintaan pelaksanaan Pencegahan apabila keputusan Pencegahan
tidak memenuhi ketentuan Pemberitahuan penolakan pelaksanaan Pencegahan
harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
permohonan Pencegahan diterima disertai dengan alasan penolakan. Menteri
atau Pejabat Imigrasi~yang ditunj.uk memasukkarr idenﬁtas orang yang dikenai

—_— — '

tusan Pehcegahan ke dalam daftar Pencegahan melah]l $|stem |

men Kelmlgra3|an Q E ﬁ

ftar Pencegahan Pejabat-lmlgraSI menolak orang

yang dikenai Peném\/vdayah Idsm Setiap orang yang dikenai

Pencegahan dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan

keputusan Pencegahan. Pengajuan keberatan dilakukan secara tertulis disertai
dengan alasan dan disampaikan dalam jangka waktu berlakunya masa
Pencegahan. Pengajuan keberatan tidak menunda pelaksanaan Pencegahan.'*®
Jangka waktu Pencegahan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap
kali dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada

keputusan perpanjangan masa Pencegahan, Pencegahan berakhir demi hukum.
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Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang
menyatakan bebas atas perkara yang menjadi alasan Pencegahan, Pencegahan
berakhir demi hukum.'*

Menteri berwenang melakukan Penangkalan. Pejabat yang berwenang
dapat meminta kepada Menteri untuk melakukan Penangkalan. Pelaksanaan
Penangkalan dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.
Penangkalan ditetapkan dengan keputusan tertulis. Keputusan Penangkalan
atas permintaan pejabat dikeluarkan oleh Menteri paling lambat 3 (tiga) hari
sejak tanggal permintaan Penangkalan tersebut diajukan.*’

Permintaan Penangkalan memuat sekurang-kurangnya:

1. Nama,,'Lenis kelarhin, terhpat dan tanggal lahir ataﬁ umur, serta foto yang

kenal Pehangkalan

an Penangkalan dang E ﬁ

3. Jangka wa angkalan_

Menteri daermmtaarm apabila permintaan

Penangkalan tidak memenuhi ketentuan Pemberitahuan penolakan permintaan

Penangkalan harus disampaikan kepada pejabat paling lambat 7 (tujuh) hari
sejak tanggal permintaan Penangkalan diterima disertai alasan penolakan.
Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk memasukkan identitas orang yang
dikenai keputusan Penangkalan ke dalam daftar Penangkalan melalui Sistem

Informasi Manajemen Keimigrasian.**°
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Berdasarkan daftar Penangkalan, Pejabat Imigrasi wajib menolak Orang
Asing yang dikenai Penangkalan masuk Wilayah Indonesia. Jangka waktu
Penangkalan berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan setiap kali dapat
diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal tidak ada keputusan
perpanjangan masa Penangkalan, Penangkalan berakhir demi hukum.
Keputusan Penangkalan seumur hidup dapat dikenakan terhadap Orang Asing
yang dianggap dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.*°

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum
acara pidana. PPNS Keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak
pidana Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-
Undang ini. PPNS Kéimigraéian berwen‘angr: - | A

—_ ,.._- '

enerjma‘laporan tentang adanya tindak pidana KelmlgraSIgn, y

cari keterangan dan ahta ﬁ

3. Melakuka an pertama di tempat kejadian

4. Melarang setlémmggakarmukl tempat kejadian

perkara untuk kepentingan penyidikan,

5. Memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang
yang disangka melakukan tindak pidana Keimigrasian,

6. Menahan, memeriksa, dan menyita Dokumen Perjalanan,

7. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa

identitas dirinya,
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8. Memeriksa atau menyita surat, dokumen, atau benda yang ada hubungannya
dengan tindak pidana Keimigrasian,

9. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai
tersangka atau saksi,

10. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara,

11. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat,
dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana
Keimigrasian,

12. Mengambil foto dan sidikjari tersangka

13. Memmta keterangan dari masyarakat atau sumber yang berkompeten

—_ p— '

Melakukan*penghenhan penyidikan, dan/atau Ly

ngadakamtlndakan Ihujn ﬁ : _._,:"_’_ff""'

Dalam an penyldlkan PPNS Kelmlgrasm oordinasi dengan

B O
sublik TWh selesai melakukan

penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada penuntut

penyidik Kepolisian Neg

umum. Alat bukti pemeriksaan tindak pidana Keimigrasian berupa:

1. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana,

2. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, dan diterima
atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu, dan

3. Keterangan tertulis dari Pejabat Imigrasi yang berwenang.**?
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Terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana
keimigrasian dapat dikenai penahanan. Terhadap tindak pidana keimigrasian
diberlakukan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam hukum
acara pidana. PPNS Keimigrasian menyerahkan tersangka dan alat bukti
kepada penuntut umum dengan disertai catatan mengenai tindak pidana
Keimigrasian yang disangkakan kepada tersangka. PPNS Keimigrasian dapat
melaksanakan kerja sama dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
Keimigrasian dengan lembaga penegak hukum dalam negeri dan negara lain
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau berdasarkan
perjanjian internasional yang telah diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia,lff3 : T ' ptl f

—_— ) . oundl '

ntuan Pldana Kelmlgra5|an /

pemalsuan 1 : pendaftax:an orang asing.dan, pemb uku pengawasan
orang asing, penmn\nnggg‘m}a illegal atau beada
secara illegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam
perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan
oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin
bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan
bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal
penegakan hukum yang bersifat pro yusticia, yaitu kewenangan penyidikan,

tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan,
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pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta
pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.**

Orang asing dalam kamus terjemahan Indonesia-Inggris diartikan juga
sebagai stranger, foreign dan alien. Dalam Kamus Hukum, alien atau orang
asing di definisikan sebagai orang dalam suatu negara yang bukan warga
negara dari negara tersebut. WNA juga dapat diberi pengertian, yaitu orang
yang bukan warga negara Indonesia dan sedang berada di Indonesia.**®

Orang asing yang datang ke Indonesia memiliki hak saat di Indonesia.
Kedatangan orang asing dan menetap sementara di Indonesia, mereka tetap
memiliki hak-hak perdata yang dijamin oleh undang-undang. Di antara hak-hak
perdata yang dimiliki~ antara lain 6rang- asing mémpunyéi hak untuk melakukan

—_— — '

jal bell berbagal jenis barang termasuk membeli tanah—yang berst

melakukan K3 |nan <dan_ dapat memilih, ora onesia sebagai
pasangannya. Kem \perkaMmpunyal hak untuk
memperoleh warga negara Indonesia. Jika orang asing bekerja di Indonesia
mempunyai hak untuk menerima upah atau gaji dan kesejahteraan lainnya.**®
Selama berada di Indonesia orang asing dapat melakukan kegiatan bisnis
yang dipandang dapat menguntungkan dirinya. Peraturan perundang-undangan
di Indonesia tidak menutup kemungkinan orang asing untuk berbisnis. Untuk

perusahaan yang berbadan hukum asing tidak banyak yang memiliki

1%% Jazim Hamidi, Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2015), h. 113-114.
135 Gatot Supramono, Hukum Orang Asing di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafia, 2012), h. 4.
156 H
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kesempatan untuk berbisnis di Indonesia, keadaan ini diciptakan karena negara
ingin melindungi perusahaan nasional. Meskipun demikian terdapat bidang-
bidang tertentu yang terbuka untuk dimasuki perusahaan asing melakukan
kegiatan bisnis. Bidang-bidang tersebut adalah bidang pertambangan minyak
dan gas bumi, bidang angkutan laut dan angkatan udara khususnya untuk
angkutan luar negeri. Selain itu juga di bidang perbankan, perusahaan asing
hanya dapat mendirikan cabangnya di Indonesia.**’

Jenis-jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering
dilakukan oleh orang asing antara lain:

1. Melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja

dengan\menggunakan visa atau.izin.-k'unjungén.-' A

C— r..._~ ‘

. Masuk ke Indonesia Sa, paspor palsu, atau bukan
miliknya.

5. Mencoba mengajukan permohonan paspor Rl dengan melampirkan identitas
palsu.

6. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.*®

Selain lIzin Tinggal, ada beberapa istilah yang memiliki definisi terkait

dengan perizinan, yaitu Visa Republik Indonesia adalah keterangan tertulis

yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di perwakilan Republik Indonesia

7 |bid, h. 3.
158 jazim Hamidi dan Charles, Op., Cit, h. 106



atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang
memuat persetujuan bagi Orang Asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah
Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.**°

Tindakan yang dilakukan oleh Pejabat keimigrasian terhadap orang asing
yang berada di wilayah Indonesia, apabila melakukan kegiatan yang berbahaya
atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum atau
tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku,
tindakan administrati yang dilakukan dapat berupa:
1. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin keberadaan;
2. Larangan untuk berada disuatu atau beberapa tempat tertentu diwilayah

Indonesua r .

f - y -

eharusan untuk berada d| suatu atau beberapa tempat-ter;ent‘u di

Wi\

4. Pengusira eporfa5| dari wilayah Indonesi la at
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itayah

olakan masuk ke

wilayah Indonesia.

Tindakan Administratif keimigrasian terdiri dari : 38
1. Pencamtuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan;
2. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. Larangan untuk berada di satu atau dibeberapa tempat tertentu di

wilayah Indonesia;

9 1bid, h. 46.
160 M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi, (Perum Percetakan Negara Republik Indonesia,
2007), h. 10.



4. Keharusan untuk bertempat tinggal disuatu tempat tertentu di wilayah

Indonesia;

5. Pengenaan biaya beban;

6. Deportasi dari wilayah Indonesia.
Sedangkan menurut Direktorat Jenderal Imigrasi yang dimaksud dengan kegiatan
berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum
adalah sebagai berikut : 39

1. Melakukan propaganda atau bersimpati terhadap ideologi dan nila-nilai

yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

2. Menghalang-halangi orang untuk melakukan ibadah menurut agama yang

- ‘0

i 7‘Tl' ) ;’j—; «
éryéak dan _membaﬁn ﬁan Ksesuai dengan HQ;
. i 308 > _"*--; =
4. Ejekan-ejW\mbu!kﬁWkeliru terhadap adat
O 1/.',-':-., -
Y

istiadat masyarakat.

diakui oleh ngonesia. \ : & A

5. Memberikan gambaran keliru tentang pembangunan sosial dan budaya
Indonesia.

6. Menyuburkan perbuatan cabul melalui tulisan, gambaran, dan lainnya
serta mabuk-mabukan di tempat umum.

7. Tindakan biaya hidup, melakukan pengemisan baik sendiri maupun
bersama- sama.

8. Merusak atau mengganggu ketertiban sosial dan masyarakat termasuk di

lingkungan pekerjaan.



9. Menimbulkan ketegangan, kerukunan rumah tangga atau masyarakat
dan merangsang timbulnya kejahatan.
10. Mengobarkan semangat atau hasutan yang dapat mendorong sentiman
kesukuan, keagamaan, keturunan dan golongan.

11. Memberikan kesempatan melakukan perjudian dan pengadudombaan

diantara sesama rekan atau suku dan golongan.

Pro justicia adalah suatu tindakan berupa pengenaan sanksi melalui
proses/putusan pengadilan. Pro justicia menurut kamus hukum mempunyai
arti untuk/demi hukum atau undang-undang . Dalam hal ini terdapat beberapa

tahap yaitu : 40

n"\\. DG : .’}'o
a. Penyelidi((anl,,—l : ' I I

= =
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c. Penuntu

—
Pemeriksaan di penwaﬁzﬂuwukum pidana apabila

dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya

#
>

merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :
a. Tahap Formulasi;
b. Tahap Aplikasi;

c. Tahap Eksekusi. 41

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia
yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan

Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau



pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penanggung Jawab Alat Angkut yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia
dengan alat angkutnya yang tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi
dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penanggung
Jawab Alat Angkut yang sengaja menurunkan atau menaikkan penumpang
yang tidak melalui pemeriksaan Pejabat Imigrasi atau petugas pemeriksa
pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).***

Setiap Penangguhg Jawab Alat Angkut yahg-Tidak‘membayar biaya beban

s \

'ana dengan pldana penjara pallng lama 1 (satu) tahurr daﬂ/ata

Asing yang tidak elakukan-kewajlbannya dlpldana d pidana kurungan
paling lama 3 (tlgmldana demyak Rp25.000.000,00
(dua puluh lima juta rupiah). Pemilik atau pengurus tempat penginapan yang
tidak memberikan keterangan atau tidak memberikan data Orang Asing yang
menginap di rumah atau di tempat penginapannya setelah diminta oleh Pejabat
Imigrasi yang bertugas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta

rupiah).*®?
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Setiap Penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar
atau tidak memenuhi jaminan yang diberikannya dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang Asing yang masuk
dan/atau berada di Wilayah Indonesia yang tidak memiliki Dokumen
Perjalanan dan Visa yang sah dan masih berlaku dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Setiap Orang Asing yang dengan
sengaja menggunakan Dokumen Perjalanan, tetapi diketahui atau patut diduga
bahwa Dokumen Perjalanan itu palsu atau dipalsukan dipidana dengan pidana
penjara paling Iamé 5 (iima).-.tahun dan -pidanaAdenda pqling banyak

—_— — '

Rp200 000 00060 (Ilma ratus juta rupiah).'®® y
.::.'vf_‘._ |ap orang yang &(i ﬁtan yang f)ertujua

keuntungan ecara 1angsung maupun tidak Iang ntuk diri sendiri

atau untuk orang mmbawa Melompok orang, baik

secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain

untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi
maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk
memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau
masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk
memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen

sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan,
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baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena
Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Percobaan untuk
melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana
yang sama™®*
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
1. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa
atau Tanda Masuk atau I'zin finggal' dehgah maksud untuk djgunakan bagi

, —_ — '

irinya sendrrl atau orang lain untuk masuk atau keiuar atau b

yah I‘ndorLesm A E ﬁ

2. Setiap Or

a di

mg yang dengan seng Ja-menggu isa atau Tanda

-f}\ B
'suvatau ﬂlpalsukan untuk masuk atau

keluar atau berada di Wilayah Indonesia.*®

Masuk atau Izin Ting

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan

kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian lzin

Tinggal yang diberikan kepadanya,
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2. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada Orang
Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan
maksud atau tujuan pemberian 1zin Tinggal yang diberikan kepadanya.'®®

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau
yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk
memperoleh Visa atau 1zin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain,

2. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau lzin
Tinggal untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.*®’

Setiap orang yang deng'an se.ngaja« menyerhbunyikén atau melindungi atau

—_— — '

ber| pemondokan atau memberikan penghldupan—atpu ‘me

: :,'.vi an kepada Orang Am& ikﬁatau patut d}duga

1. Beradal Wita ah Indonesia secara tidak sah d a dengan pidana

penjara pallngmmaun dam denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

ikan

2. lzin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama
3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah).*®

Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah

dinyatakan terlarang bagi Orang Asing dipidana dengan pidana penjara paling
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lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta

rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau
keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

2. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang lain atau
yang sudah dicabut atau yang dinyatakan batal untuk masuk atau keluar
Wilayah Indonesia atau menyerahkan kepada orang lain Dokumen
Perjalanan Republ~ik Inddnesié.yan.g'diberikan kepédanya atau milik orang

—_— — '

alain dengatn maksud digunakan secara tanpa hak dlpldarra den a

| _[.VT_ palmg Iama 5 & iuﬁ pldana denda pall

Rp500 0 0.00 ,0 (Ilma ratus Juta rupiah),

3. Memberikan dmsah ataudngan yang tidak benar untuk

memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri

atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
4. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih
berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),



5. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk
digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*®
Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menyimpan

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu atau dipalsukan dengan maksud

untuk digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dipidana dengan pidana penjara

paling Iama 5 (Ilma) tahun dan pldana denda palmg banyak Rp500 000.000,00

ratus Juta ruplah) - ,‘

iap orang yang der& E ﬁ melawanf hukum

mempunyal, nylmpan atau memperdagangk anko Dokumen

Perjalanan Repm aﬁubfarm(elmlgraman lainnya,

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membuat,

mempunyai, menyimpan, atau memperdagangkan cap atau alat lain yang

digunakan untuk mengesahkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
atau Dokumen Keimigrasian lainnya.*”

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum untuk kepentingan

diri sendiri atau orang lain merusak, mengubah, menambah, mengurangi, atau

menghilangkan, baik sebagian maupun seluruhnya, keterangan atau cap yang
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terdapat dalam Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen
Keimigrasian lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).'™

Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menguasai
Dokumen Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian lainnya milik orang lain
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Setiap orang
yang dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan,
merusak, menghilangkan, mengubah, menggandakan, menggunakan dan atau
mengakses data Keirhigrasién, baik seCara manual méupun elektronik, untuk

—_— — '

ntlngan'dlrrsendlrl atau orang lain dipidana dengan p'rdaha pbn ar,

ratus juta rupiaft):
Pejabat Imlgrmmm‘yanmg dengan sengaja dan
melawan hukum memberikan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
dan/atau memberikan atau memperpanjang Dokumen Keimigrasian kepada
seseorang yang diketahuinya tidak berhak dipidana dengan pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun. Pejabat Imigrasi atau pejabat lain:
1. Membiarkan seseorang melakukan tindak pidana Keimigrasian yang patut
diketahui olehnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun,
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2. Dengan sengaja membocorkan data Keimigrasian yang bersifat rahasia
kepada pihak yang tidak berhak dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun,

3. Dengan sengaja tidak menjalankan prosedur operasi standar yang berlaku
dalam proses pemeriksaan pemberangkatan atau kedatangan di Tempat
Pemeriksaan Imigrasi yang mengakibatkan masuknya Orang Asing ke
Wilayah Indonesia atau keluarnya orang dari Wilayah Indonesia dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun,

4. Dengan sengaja dan melawan hukum tidak menjalankan prosedur operasi
standar penjagaan Deteni di Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi
Imigrasi yang merigakibétkan Deteni‘ melarikan diri .dipidana’qengan pidana

C— — ‘

n ara pahng lama 2 (dua) tahun, Lof

i Managemen Kelml)qraaan d|'

kurungan pallnmybuiéh 1’

Setiap Deteni yang dengan sengaja:

dengan pidana

1. Membuat, memiliki, menggunakan, dan/atau mendistribusikan senjata
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun,
2. Melarikan diri dari Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.'”
Setiap orang yang melakukan perkawinan semu dengan tujuan untuk

memperoleh Dokumen Keimigrasian dan/atau untuk memperoleh status
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kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima
ratus juta rupiah).}”

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan
kepada pengurus dan korporasinya. Penjatuhan pidana terhadap Korporasi
hanya pidana denda dengan ketentuan besarnya pidana denda tersebut 3 (tiga)

kali lipat dari setiap pidana denda. Ketentuan pidana tidak diberlakukan

terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.'"
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BAB IV
ANALISIS DATA

4. Syarat Orang Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia menurut Undang-

Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Keimigrasian
Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan keluar dan
masuk wilayah Indonesia.'”” Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 6
Tahun 2011 tentang Keimigrasian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah
Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan
negara.'”® Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib
mem|I|k| Dokumen Perjalanan yang -sah dan masih berlaku ,Setlap Orang

s \

ang masuk Wilayah Indonesia wajib memiliki Vlsaryar)g shh d

kecuall dltentukan Iﬂdirﬁudang Undangdnl da

internasional.

Sementara mMsyara{ yamp Orang Asing yang

masuk Wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

4. Memiliki Visa yang sah dan masih berlaku, kecuali yang dibebaskan dari
kewajiban memiliki Visa;
5. Memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku; dan

6. Tidak termasuk dalam daftar Penangkalan. **°
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Bagi Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa, selain
harus memenuhi persyaratan, juga harus memiliki tiket kembali atau tiket
terusan ke negara lain. Bagi Orang Asing pemegang lzin Tinggal terbatas atau
Izin Tinggal Tetap, selain harus memenuhi persyaratan, juga harus memiliki
Izin Masuk Kembali ke Wilayah Indonesia yang sah dan masih berlaku.'®*

Mengenai dokumen-dokumen perjalan, di dalam pasal 24 di jelaskan
bahwa, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas, Paspor dan Surat
Perjalanan Laksana Paspor. Paspor terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas,
dan Paspor biasa. Surat Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan
Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana
Paspor untuk Orang~Asing' dan .Surat- 'perjalahan Iintés batas atau pas lintas

—_— — '

Dokumen‘PerJaIanan Republik Indonesia merupakan-dokurden n

por dlpkamatlk the& igﬁa negara lndone3|a

melakukan p an keluar Wllayah IndoneSIa dal gka penempatan

atau perjalanan tm’a dlpror‘m&nas diterbitkan bagi

warga negara Indonesia yang akan melakukan perjalanan keluar Wilayah

182

Indonesia dalam rangka penempatan atau perjalanan dinas yang tidak bersifat
diplomatik. Paspor diplomatik dan Paspor dinas diterbitkan oleh Menteri Luar
Negeri.'®®

Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Paspor biasa

diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk. Surat Perjalanan
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Laksana Paspor untuk warga negara Indonesia dikeluarkan bagi warga negara
Indonesia dalam keadaan tertentu jika Paspor biasa tidak dapat diberikan. Surat
Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dikeluarkan bagi Orang Asing
yang tidak mempunyai Dokumen Perjalanan yang sah dan negaranya tidak
mempunyai perwakilan di Indonesia. Surat Perjalanan Laksana Paspor
diberikan dalam hal atas kehendak sendiri keluar Wilayah Indonesia sepanjang
tidak terkena pencegahan, dikenai Deportasi, atau repatriasi. Surat Perjalanan
Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang
ditunjuk.'®*

Surat Perjalanan Laksana Paspor dapat dikeluarkan untuk orang
perseorang@n atau kdlektif.'Surai.perjalanan lintas bafas atau pa_s lintas batas

—_— — '

c--‘_- dlkeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomlsul di
nega{a Repubh& Eﬁan negara iam ses

perjanjlan 1 tas _Surat perjalanan lintas, batas pas lintas batas

diterbitkan oleh M‘mmt rmrgrwwnfuk 185

Setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu)

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis atas namanya sendiri
yang masih berlaku. Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk berwenang
melakukan penarikan atau pencabutan Paspor biasa, Surat Perjalanan Laksana
Paspor, dan surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas yang telah

dikeluarkan. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk berwenang
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melakukan penarikan atau pencabutan Paspor diplomatik dan Paspor dinas.
Penarikan Paspor biasa dilakukan dalam hal:
3. Pemegangnya melakukan tindak pidana atau melanggar peraturan
perundang-undangan di Indonesia; atau

4. Pemegangnya termasuk dalam daftar Pencegahan.®

Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin
Tinggal. 1zin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang
dimilikinya. 1zin Tinggal terdiri atas:
6. lzin Tinggal diplomatik,
7. 1zin Tinggal dinas,
8. Izin Tinggal kunju.ngan ' N = J . A

-~ - '

in Tlnggarterbatas dan y. .l

Menteri ang melarang Orang Asing; yang t eri Izin Tinggal
berada di daerah Mayah lndmp Orang Asing yang
sedang menjalani penahanan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan,
dan pemeriksaan di sidang pengadilan atau menjalani pidana kurungan atau
pidana penjara di lembaga pemasyarakatan, sedangkan izin tinggalnya telah
lampau waktu, Orang Asing tersebut tidak dikenai kewajiban.*®

Izin Tinggal diplomatik diberikan kepada Orang Asing yang masuk
Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. Izin Tinggal dinas diberikan

kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas. lzin
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Tinggal diplomatik dan lzin Tinggal dinas serta perpanjangannya diberikan
oleh Menteri Luar Negeri. Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada Orang
Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan atau anak yang
baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya
pemegang lzin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan diberikan sesuai
dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya.*®

Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal
kunjungan:
7. Kembali ke negara asalnya
8. Izinnya telah habis masa berlaku
9. Izinnya beralih staius mehjadi -Izin Ti‘nggral terbatas | A

—_ ,.._- '

Izmnya'dlbatalkan oleh Menterl atau Pejabat Imlgra5| yarfg dliun u

' enal Deportam ataug E ﬁ

12. Mening

Izin Tinggal tMnkepada‘

7. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas

8. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya
pemegang Izin Tinggal terbatas

9. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;

10. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung,
atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi

Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
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11. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia, atau

12. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara
Indonesia.*®*

Izin Tinggal terbatas berakhir karena pemegang Izin Tinggal terbatas:

9. Kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk lagi ke Wilayah
Indonesia,

10. Kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi melebihi masa berlaku
Izin Masuk Kembali yang dimilikinya,

11. Memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia,

12. 1zinnya telah habis masa berlaku,

13. Izmnya beralih status menjadl Izm Tlnggal Tetap, ’,_

Izmnya'dlbatalkan oleh Menterl atau Pejabat Imlgra3| yan‘g dliun u

' enal Deportam ataub l ﬁ

16. Mening

Izin Tinggal mrlkankep'

5. Orang Asing pemegang lIzin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja,

investor, dan lanjut usia,

6. Keluarga karena perkawinan campuran,

7. Suami, istri, dan/atau anak dari Orang Asing pemegang lzin Tinggal Tetap;
dan

8. Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak

berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.**
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Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian
meliputi pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon
dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di
luar Wilayah Indonesia; dan pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang
masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan
dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.'**

Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia dilaksanakan
pada saat permohonan Dokumen Perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di
luar Wilayah Indonesia dilakukan dengan:

5. Pengumpulan, penhgolaha'n, serta 'penyajian datadan informasi,,_

C— r..._ ‘

en usunan daftar nama warga negara Indonesia yang 'dlk(;nai Pen

ar W‘Iayah Indonesm& E ﬁ 4 -.'__v:..:ff,..f"'

7. Pemantau adap seUap warga negara Indo yang memohon

Dokumen Perm ‘atau’ mMIndonesm dan yang

berada di luar Wilayah Indonesia, dan

8. Pengambilan foto dan sidik jari.'*®

Setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia
yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan
Imigrasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau

pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*®
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Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

3. Setiap orang yang dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan Visa
atau Tanda Masuk atau Izin Tinggal dengan maksud untuk digunakan bagi
dirinya sendiri atau orang lain untuk masuk atau keluar atau berada di
Wilayah Indonesia,

4. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau Tanda
Masuk atau Izin Tinggal palsu atau yang dipalsukan untuk masuk atau
keluar atau berada di Wilayah Indonesia.**’

Dipidana dengan pidana penjara paling Iama 5 (Iima) tahun dan pidana
denda palmg pallng banyak Rp500 000 000,00 (Ilma ratus juta rqplah)

—

e SE “ Orahg“Asmg yang dengan sengaja menyalahgunakan ata‘u m
' :,.'.v‘,_ atan yang tldak ses& ﬁ ﬁjd dan tu;uan pem

Tlnggal 0 'erlkan kepadanya

4. Setiap orang ymatau mer‘ﬂan kesempatan kepada Orang

Asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan

Izin

maksud atau tujuan pemberian 1zin Tinggal yang diberikan kepadanya.'%
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):
3. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan surat atau data palsu atau
yang dipalsukan atau keterangan tidak benar dengan maksud untuk

memperoleh Visa atau lzin Tinggal bagi dirinya sendiri atau orang lain,
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4. Setiap Orang Asing yang dengan sengaja menggunakan Visa atau lzin
Tinggal untuk masuk dan/atau berada di Wilayah Indonesia.*®
Setiap Orang Asing yang tanpa izin berada di daerah tertentu yang telah
dinyatakan terlarang bagi Orang Asing dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta
rupiah). Setiap orang yang dengan sengaja:

6. Menggunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia untuk masuk atau
keluar Wilayah Indonesia, tetapi diketahui atau patut diduga bahwa
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia itu palsu atau dipalsukan dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

banyak. Rp500.000.000 00 (Iinia ratus juta rljpiah) A

| ".v', g sudah dlcabut atau&diyﬁbatal untuk masuk

Wllayah foresia atau menyerahkan .kepada ain  Dokumen

Perjalanan Repm yang dmnya atau milik orang

lain dengan maksud digunakan secara tanpa hak dipidana dengan pidana

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

8. Memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk
memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri
atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),
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9. Memiliki atau menggunakan secara melawan hukum 2 (dua) atau lebih
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang sejenis dan semuanya masih
berlaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah),

10. Memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau membuat
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia palsu dengan maksud untuk
digunakan bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*®

Dengan demikian bahwa syarat-syarat mengenai orang yang masuk dan
keluar Wilayah Indohesia Wajib memiliki Dokumen Pérjalanan yang sah dan

C— r..._ ‘

ih berlakU ‘Dokumen Perjalanan Republik Indonesm-ter;llrl‘atas

rat Perjaianan Laksa,&pa ﬁterdlrl atas 'Paspor

Paspor dinas, aspor biasa. Surat Perlalanan Lak aspor terdiri atas

Surat Perjalananm;m untuﬂga negara Indonesia, Surat

Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas

atau pas lintas batas.
5. Analisis Figh Siyasah terhadap Syarat Orang Masuk dan Keluar Wilayah
Indonesia menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang

Keimigrasian

290 pasal 125 dan 126 Undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian



Dalam ruang lingkup dan kajian figh siyasah, terjadi perbedaan pendapat
dalam menetukan ruang lingkupnya, maka pembagian figh siyasah menurut

Muhammad Igbal dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

7. Politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah) meliputi tentang :
g. Pengkajian tentang penetapan hukum (tasyriyyah) atau Legislatif.
h. Peradilan (gadha iyyah) atau yudikatif.
i. Administratif pemerintahan (idariyyah) atau eksekutif.
8. Politik luar negeri (siyasah dauliyah) meliputi tentang :
g. Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga
negara non-MuéIim yang berbeda kébarigsaan (él-siyasag_] al-duali al-

—_ p— '

khashsh) a‘tau hukum perdatamternasmnal £ . ,l

ubungan\dlplomaukh B ﬁllm dan negara non-

siyasa all ala-amm) atau dlsebut Ju

internasional. ~ ‘

i. Hubungan dalam masa perang (siyasah harbiyyah)

(al-

ngan hubungan

9. Politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah).?**

Berdasarkan ruang lingkup figh siyasah diatas, mengenai wancana figh
siyasah tentang istilah hubungan international atau politik luar yaitu siyasah
dauliyah) yang digunakan untuk menjelaskan tentang politik luar negeri baik
dalam keadaan damai seperti hubungan keperdataan antara warga negara yang

Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-

21hid. h. 15-16.



siyasash al-duali al-khashsh) atau hukum perdata internasional dan hubungan
diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (al-siyasah al-duali
al-‘amm) atau disebut juga dengan hubungan internasional, maupun dalam
keadaan tidak damai yaitu masa perang (siyasah harbiyyah).

Menurut Suyuthi Pulungan dalam bukunya Figh Siyasah: Ajaran Sejarah
dan Pemikiran, menjelaskan bahwa dauliyah bermakna tentang daulat,
kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan siyasah dauliyah
bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal
hubungan internasional, masalah teritorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan,
pengasingan tawanan polltlk dan penguswan warga negara asing.”

Di dalam SIyasah daullyah terdapat ruang Ilngkup yang menjadl bahan

e

. Beberapa ruang Ilngkup yang di kaji dalam S|yasafr dal,“I a alah

J. Kewajiban dan Hak suatu negara terhadap negara lain

k. Aturan peperangan
|. Ekstradisi
m. Pemberian suaka politik dan keamanan

n. Penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).?®

202 gyyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Grafindo
Persada, 2002), h. 41.

293 |ja Suntana, Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah dauliyah), (Bandung: Pustaka
Setia, 2015), h. 15.



Di dalam siyasah dauliyah, pembahasan mengenai warga negara asing
yang masuk ke wilayah negara dar al-Islam dikenal dengan istilah musta 'min.
Istilah musta 'min juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan ahl al-
dzimmi yang memasuki wiayah dar al-harb dengan mendapat izin dan jaminan
keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya
menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke dar al-Islam sebelum
izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ini tidak
murtad. Bila murtad, maka ia menjadi harbiyun. Sementara itu, ahl al-dzimmi
yang menetap lama di dar al-harb berubah status menjadi harbiyun.?*

Namun demikian, jika musta’min itu seorang kafir harbi yang masuk ke
negeri Islam, dia tidak boleh tinggal‘ di.«s'ana selama satﬁ tahun. Ja,di, izin masuk

—_— — '

= man) hanya dlberlkan misalnya untuk satu bulan, dua-bulan,,‘atau

satu tahun HaI ini l& i ﬁby dlblarkan tmggal

Islam tanpa |zyah Padahal jizyah di pungut satu sekali. Mungkin,

maksimal harby, mnpa pzya?Mtufahun Jika dia tinggal

lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan membayar

ih di

jizyah atau keluar dari dar al-Islam. Jika dia membayar jizyah, berarti dia
menjadi ahl al-dzimmah atau warga negara khilafah. Jika dia keluar akhir
tahun, dia tidak wajib membayar jizyah. %

Hukum orang musta’min pada dasarnya sama dengan hukum ahl al-

dzimmah. Jika dia membutuhkan pertolongan, misalnya jiwanya terancam,

negara wajib melindunginya. Jika melakukan kejahatan, dia akan dikenai

204 Muhammad Igbal, Op., Cit, h. 276.
25 Kafir Harbi, Musta’min, dan Ahlul Dzimmah, https://mediaumat.news/kafir-harbi-
musta’min-dan-ahlul-dzimmabh, diakses pada tanggal 9 Mei 2019.



https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah
https://mediaumat.news/kafir-harbi-musta'min-dan-ahlul-dzimmah

hukuman yang disetujui ahl al-dzimmah, kecuali hukuman peminum khamr.
Hal ini karena dar al-Islam adalah tempat yang menerapkannya hukum-hukum
syari’at terkait tanpa melihat bulu, baik terhadap orang Islam, ahl al-dzimmah,
maupun musta’'min. *°® Ajaran Islam membolehkan dar al-Islam menerima
permohonan non-Muslim untuk meminta jaminan keamanan berdasarkan surat

at-Taubah ayat 6, yaitu sebagai berikut:

v 8. £

sl iz}’;;é Nudb oA
Artinya: Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta
perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar
firman Allah, Kemudian antarkanlah .ia ketempat’ yang aman baginya.

demikian situ disebabkan mereka . kaum yang tidak Mengetajqw (Q.S. at-
Taubah 6) 28 ]

"7";: ayat, ini @ B Nﬂg musyrlk har

Jdapa amlnan-.@amanan di dar al- Islam harus™di d"kab

ini meliputi keseqh‘arta ,tf’awmlakukannya bahkan

keluarga mereka juga. la tidak hanya dibolehkan menetap di dar al-Islam,

tetapi kuga melakukan hubungan muamalah dengan umat Islam serta saling
tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar
jizyah. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang
ditetapkan dalam perjanjian dengan dar al-Islam. Namun mazhab Syafi’i
membatasi masa aman tidak melebihin empat bulan, selama musta’'min tersebut

bukan musafir dan utudan politik. Berakhirnya masa aman bagi mereka terkait

2% | pid
27 Departemen Agama RI, Op., Cit, h. 567.



dengan berakhirnya dengan kepentingan atau urusan musta’min itu sendiri.
Pembatasan masa aman ini dikhususkan hanya bagi laki-laki, sedangkan bagi
perempuan tidak dikaitkan dengan waktu tertentu.?%®

Menurut mazhab Maliki, keamanan yang tidak dibatasi oleh waktu dengan
sendirinya berakhir setelah melewati masa empat bulan. Adapun keamanan
yang dibatasi waktu tertentu berakhir sesuai masanya selama perjanjian
tersebut tidak dibatalkan. Mazhab Hanfi dan Syi’ah Zaidiyah membatasi masa
aman maksimal selama setahun. Bila lewat masa setahun, maka si musta 'min
wajib membayar jizyah kepada pemerintah Islam, sebagaimana halnya ahl al-
dzimmi. Sementara mazhab Hanbali memberi batasan waktu yang lebih luas
dan Iama., yaitu erhpat ta'hun..-Ahm-ad tbn 'HanbaIA merujuk,_ pendapatnya

—_— — '

asarkan' pada kenyataan sejarah bahwa para anggota korps di

roleh jamm keamana&wﬁgﬁa empat tahun 205

Dari pen dlatas pe.nulls menylmpulkan bah gaturan terhadap

warga negara asnMwasah dlmkaﬁan siyasah dauliyah.

Di dalam siyasah dauliyah, pembahasan mengenai warga negara asing yang

atik

masuk ke wilayah negara dar al-Islam dikenal dengan istilah musta ’min. Istilah
musta ’'min juga dapat digunakan untuk orang-orang Islam dan ahl al-dzimmi
yang memasuki wiayah dar al-harb dengan mendapat izin dan jaminan
keamanan dari pemerintah setempat. Hal ini diakui selama mereka hanya
menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke dar al-Islam sebelum

izinnya habis. Status yang bersangkutan masih tetap Muslim, selama ini tidak

208 Muhammad Igbal, Op., Cit, h. 277.
299 Ipid, h. 277.



murtad. Bila murtad, maka ia menjadi harbiyun. Sementara itu, ahl al-dzimmi
yang menetap lama di dar al-harb berubah status menjadi harbiyun.

Namun demikian, jika musta’min itu seorang kafir harbi yang masuk ke
negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jadi, izin masuk
hanya diberikan di bawah satu tahun. Hal ini karena seorang harby dibiarkan
tinggal di dar al-Islam tanpa ditarik jizyah. Padahal jizyah dipungut satu tahun
sekali. Jika dia tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap
tinggal dan membayar jizyah atau keluar dari dar al-Islam. Jika dia membayar
jizyah, berarti dia menjadi ahl al-dzimmah atau warga negara khilafah. Jika dia
keluar akhir tahun, dia tidak Wajib membayar jizyah

Dengan demlklan syarat orang masuk dan keluar Wllayah Indonesia

= i

urut Undang—Undang No. 6 Tahun 2011 Pasal 8 Tentarrg K'en“(*ll rasi

dalam flqh S|yasah m,agpﬁan bahwa d1 dalam fi

membolehka a negara. asmg masuk ke, Wllay ara lain selama

mengikuti aturan m “Jika' mMm orang yang beragama Islam

maka diperbolenhkan selama mereka hanya menetap sementara di tempat

jika

tersebut dan kembali ke dar al-Islam sebelum izinnya habis. Status yang
bersangkutan masih tetap Muslim, Namun jika musta’'min itu seorang kafir
harbi yang masuk ke negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu

tahun.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia wajib memiliki Dokumen
Perjalanan yang sah dan masih berlaku. Dokumen Perjalanan Republik
Indonesia berupa, Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Paspor
terdiri atas Paspor diplomatik, Paspor dinas, dan Paspor biasa. Surat
Perjalanan Laksana Paspor terdiri atas Surat Perjalanan Laksana Paspor
untuk warga negara Indonesia, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk
Orang Asing dan Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas.

2. Di dalam fiqh siYésah Wérga n-egara- asing dikenal déngan istilah musta’'min.

p— — '

ika musra wrm beragama Islam maka dlperbolehkan-ma;',uk‘ dar

a mefeka hanya meh Erﬁtempat tersebut dan

dar al-Is elum |2|nnya habis. Statusyang b utan masih tetap

- -}»\\ .'/- P
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Muslim, Namun jika iﬁ‘iﬁ-’i{U"Marbi yang masuk ke

negeri Islam, dia tidak boleh tinggal di sana selama satu tahun. Jika dia

tinggal lebih dari satu tahun, dia berhak memilih akan tetap tinggal dan
membayar jizyah atau keluar dari dar al-Islam.
B. Saran
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu

sebagai berikut:



1. Mengenai proses penyusunan Undang-undang tentang Keimigrasian
diharapkan adanya regulasi dan kontrol yang tegas, terutama mengenai
syarat orang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

2. Dalam hal mengenai penyusunan Peraturan Perundang-undangan tentang

Keimigrasian, diharapkan bisa mengedepankan prinsip-prinsip Yyang

terdapat dalam hukum Islam







